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KEMENKEU. Pelaporan Keuangan. Dana Desa.
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR 216/PMK.05/2016
TENTANG

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13
ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan  Nomor
213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang
Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 263/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi Dan
Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah Dan
Dana Desa;

bahwa untuk melaksanakan akuntansi dan pelaporan
keuangan atas transaksi transfer ke daerah dan dana
desa yang lebih transparan dan akuntabel sesuai dengan
standar akuntansi pemerintahan serta
mempertimbangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke
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Mengingat

—

Daerah Dan Dana Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
187/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, perlu
mengatur kembali ketentuan mengenai sistem akuntansi
dan pelaporan keuangan transfer ke daerah dan dana
desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi
Dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah Dan Dana

Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013
tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke
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Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1850);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSFER KE
DAERAH DAN DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disebut SATD
adalah serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,
pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan
posisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi
transfer ke daerah dan dana desa.

2. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat
BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk
melaksanakan fungsi BUN.

3. Bagian Anggaran BUN yang selanjutnya disingkat BA
BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan
dalam bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

4. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa
Pengguna Anggaran BUN yang selanjutnya disebut
UAKPA BUN adalah unit akuntansi yang melakukan
kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat
satuan kerja di lingkup BUN.

5. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN
yang selanjutnya disebut UAPBUN adalah unit akuntansi
pada wunit eselon [ Kementerian Keuangan yang
melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh

UAKPA BUN.
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10.

11.

12.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUN yang
selanjutnya di singkat UABUN adalah unit akuntansi
pada Kementerian Keuangan, yang melakukan koordinasi
dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan
keuangan tingkat UAPBUN dan sekaligus melakukan
penggabungan laporan keuangan seluruh UAPBUN.
Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban
pemerintah atas pelaksanaan Angaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) berupa laporan realisasi anggaran,
neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan
perubahan ekuitas, laporan perubahan Saldo Anggaran
Lebih (SAL), dan catatan atas laporan keuangan.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas
dana pada tanggal tertentu.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat
LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi
pendapatan, belanja, transfer surplus/defisit dan
pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut
CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai
suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, laporan
arus kas, laporan operasional, laporan perubahan
ekuitas, laporan  perubahan  SALdalam  rangka
pengungkapan yang memadai.

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO
adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya
ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya
yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk
kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode
pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat

LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan



13.

14.

15.

16.

17.
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atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan
dengan tahun sebelumnya.

Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara
dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal
berupa dana perimbangan, dana insentif daerah, dana
otonomi khusus, dan dana keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta.

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN
yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan  kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah
transaksi berkaitan dengan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa yang  berdasarkan kejadiannya  memiliki
karakteristik akuntansi basis akrual.

Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam
Laporan Keuangan, permintaan keterangan, dan analisis
yang harus menjadi dasar memadai bagi Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah untuk memberi
keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material
yang harus dilakukan atas laporan.

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi
keuangan yang diproses dengan beberapa
sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen

sumber yang sama.

BAB II
UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Pasal 2
SATD merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SABUN).
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(2) Dalam rangka pelaksanaan SATD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dibentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan, yang terdiri atas:

a. UAKPA BUN; dan
b. UAPBUN.

(3) SATD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dalam rangka penyusunan dan penyampaian Laporan
Keuangan BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa dengan menggunakan sistem aplikasi
terintegrasi.

(4) Sistem aplikasi terintegrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) merupakan sistem aplikasi yang
mengintegrasikan seluruh proses yang terkait dengan
pengelolaan APBN dimulai dari proses penganggaran,
pelaksanaan, dan pelaporan pada BUN dan
Kementerian Negara/Lembaga.

(5) Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) terdiri atas:

a. LRA;

b. Neraca;

c. LO;
d. LPE; dan
e. CalLK.

BAB III
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Bagian Pertama
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Unit Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara

Umum Negara

Pasal 3
UAKPA BUN memproses dokumen sumber transaksi
keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan

mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait
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pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan

kejadian transaksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang

terdiri atas:

a.
b.
c.
d.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan

Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pasal 4
Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diakui pada saat:
a. resume tagihan telah diverifikasi dan divalidasi oleh
Kuasa Pengguna Anggaran BUN; dan/atau
b. timbulnya kewajiban kurang salur dan/atau kurang
bayar berdasarkan dokumen penetapan kurang
salur dan/atau kurang bayar sesuai Peraturan
Menteri Keuangan mengenai transfer ke daerah dan
dana desa.
Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur sebesar nilai
nominal yang tercantum dalam Surat Permintaan
Pembayaraan.
Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang timbul
dari kewajiban kurang salur dan/atau kurang bayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur
sebesar nilai nominal berdasarkan dokumen penetapan
kurang salur dan/atau kurang bayar sesuai Peraturan
Menteri Keuangan mengenai transfer ke daerah dan dana
desa.
Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disajikan di LO.

Pasal 5
Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diakui

pada saat diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana

(SP2D).
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(2)

(3)

(4)

(9)

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur sebesar nilai
nominal sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) yang membebani Rekening Kas Umum Negara
berdasarkan asas bruto.

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan pada pos
belanja negara di LRA.

Dalam hal terdapat pengembalian Transfer ke Daerah
dan Dana Desa atas realisasi Transfer ke Daerah dan
Dana Desa tahun anggaran berjalan, pengembalian
tersebut dicatat sebagai pengurang nilai realisasi Transfer
ke Daerah dan Dana Desa pada pos belanja negara di
LRA.

Dalam hal terdapat pengembalian Transfer ke Daerah
dan Dana Desa atas realisasi Transfer ke Daerah dan
Dana Desa tahun anggaran yang lalu, pengembalian
tersebut dicatat sebagai penerimaan kembali Transfer ke
Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu pada

pos pendapatan negara bukan pajak lainnya di LRA.

Pasal 6

Transaksi yang berkaitan dengan beban dan realisasi Transfer

ke Daerah dan Dana Desa diungkapkan secara memadai

berdasarkan jenis transfer dan/atau daerah penerima dana

transfer di CaLK.

(1)

Pasal 7
Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diakui pada saat dana
Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang disalurkan oleh
Pemerintah Pusat melebihi jumlah yang menjadi hak
Pemerintah Daerah pada tahun anggaran yang
bersangkutan dan telah ditetapkan sebagai piutang
transfer ke daerah dan dana desa berdasarkan dokumen

penetapan lebih salur dan/atau lebih bayar sesuai



(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

(3)
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Peraturan Menteri Keuangan mengenai transfer ke
daerah dan dana desa.

Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diukur sebesar nilai nominal
berdasarkan dokumen penetapan lebih salur dan/atau
lebih bayar sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai
transfer ke daerah dan dana desa.

Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disajikan sebagai piutang bukan
pajak pada pos aset lancar di Neraca.

Piutang bukan pajak yang disajikan di Neraca
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan
penyajian penyisihan piutang tidak tertagih.

Piutang Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diungkapkan secara memadai dalam bentuk daftar
piutang berdasarkan jenis transfer dan/atau daerah yang
mengalami lebih salur dan/atau lebih bayar transfer
dalam lampiran Laporan Keuangan Transfer ke Daerah

dan Dana Desa yang menjadi lampiran pendukung CaLK.

Pasal 8

Piutang yang diestimasi atas pelaksanaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa diakui pada saat terjadi kelebihan
salur dari nilai alokasi yang belum ditetapkan sebagai
piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan
dokumen penetapan lebih salur dan/atau lebih bayar
sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai transfer ke
daerah dan dana desa.

Piutang yang diestimasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan hasil
perhitungan dan rekonsiliasi pada tahun anggaran
berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya sebelum
Laporan Keuangan tahun anggaran berjalan diterbitkan.
Piutang yang diestimasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disajikan sebagai piutang bukan pajak pada pos

aset lancar di Neraca.
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(4)

(9)

(1)

(2)

(3)

-10-

Piutang yang diestimasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diungkapkan secara memadai dalam bentuk
daftar piutang berdasarkan jenis transfer dalam lampiran
Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
yang menjadi lampiran pendukung CaLK.

Penyelesaian atas piutang yang diestimasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mereklasifikasi
piutang yang diestimasi menjadi piutang Transfer ke
Daerah dan Dana Desa pada saat terdapat penetapan
piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan
dokumen penetapan lebih salur dan/atau lebih bayar
sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai transfer ke

daerah dan dana desa.

Pasal 9

Pelunasan piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa

diakui pada saat:

a. telah diperhitungkan dengan realisasi penyaluran
dana transfer tahun anggaran berjalan dan/atau
tahun anggaran berikutnya; atau

b. pengembalian dana transfer telah diterima rekening
kas negara.

Pelunasan piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa

melalui perhitungan realisasi penyaluran dana transfer

tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran

berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan potongan

Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah diterbitkan

SP2D oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

(KPPN).

Pelunasan piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa

melalui pengembalian dana transfer sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur sebesar nilai
nominal sesuai dengan surat setoran ke rekening kas

negara atau dokumen yang dipersamakan.
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
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Pasal 10

Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diakui pada saat dana
Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang disalurkan oleh
Pemerintah Pusat kurang jumlah yang menjadi hak
Pemerintah Daerah pada tahun anggaran yang
bersangkutan dan telah ditetapkan sebagai Utang
Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan
dokumen penetapan kurang salur dan/atau kurang
bayar sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai
transfer ke daerah dan dana desa.

Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diukur sebesar nilai nominal
berdasarkan dokumen penetapan kurang salur dan/atau
kurang bayar sesuai Peraturan Menteri Keuangan
mengenai transfer ke daerah dan dana desa.

Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disajikan sebagai utang transfer
pada pos kewajiban jangka pendek di Neraca.

Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa diungkapkan
secara memadai dalam bentuk daftar utang berdasarkan
jenis transfer dan/atau daerah penerima transfer dalam
lampiran Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan

Dana Desa yang menjadi lampiran pendukung CaLK.

Pasal 11

Utang yang diestimasi atas pelaksanaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa diakui pada saat terjadi
kekurangan salur dari nilai alokasi dan belum ditetapkan
sebagai utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
berdasarkan dokumen penetapan kurang salur dan/atau
kurang bayar sesuai Peraturan Menteri Keuangan
mengenai transfer ke daerah dan dana desa.

Utang yang diestimasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan hasil

perhitungan dan rekonsiliasi pada tahun anggaran
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(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

(1)

(2)

-12-

berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya sebelum
Laporan Keuangan tahun anggaran berjalan diterbitkan.
Utang yang diestimasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disajikan sebagai utang transfer pada pos kewajiban
jangka pendek di Neraca.

Utang yang diestimasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diungkapkan secara memadai dalam bentuk daftar
utang berdasarkan jenis transfer dalam lampiran
Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
yang menjadi lampiran pendukung CaLK.

Penyelesaian atas utang yang diestimasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mereklasifikasi
utang yang diestimasi menjadi utang Transfer ke Daerah
dan Dana Desa pada saat terdapat penetapan utang
Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan
dokumen penetapan kurang salur dan/atau kurang
bayar sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai

transfer ke daerah dan dana desa.

Pasal 12
Pelunasan atas utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diakui
pada saat realisasi transfer yang membebani Rekening
Kas Umum Negara.
Pelunasan atas utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur sebesar nilai

nominal sesuai dengan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN.

Pasal 13

UAKPA BUN menyusun Laporan Keuangan tingkat
UAKPA BUN berdasarkan pemrosesan data transaksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan
Pasal 12.

Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. LRA;

b. Neraca;



(1)

(2)
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c LO;
d. LPE; dan
e. CalK.

Pasal 14
UAKPA BUN menyampaikan Laporan Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) kepada
UAPBUN setiap bulan, semester, dan tahunan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Laporan Keuangan bulanan berupa LRA dan Neraca;
dan
b. Laporan Keuangan semesteran dan tahunan berupa
LRA, Neraca, LO, LPE, dan CalLK.
Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal
penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara

penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

Bagian Kedua

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pada

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu

(1)

(2)

(3)

(4)

Bendahara Umum Negara

Pasal 15
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bertindak
sebagai UAPBUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa.
UAPBUN melakukan proses penggabungan Laporan
Keuangan tingkat UAKPA BUN.
UAPBUN menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPBUN
berdasarkan hasil penggabungan Laporan Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
LaporanKeuangan  tingkat = UAPBUN sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
a. LRA;

b. Neraca;
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

-14-

c LO;
d. LPE; dan
e. CalK.

Pasal 16

UAPBUN menyampaikan Laporan Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) kepada
Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku UABUN setiap
semesteran dan tahunan.

Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal
penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara

penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

BAB IV
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 17
Setiap Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa membuat
Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan dan
dilampirkan pada Laporan Keuangan semesteran dan
tahunan.
Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk Laporan Keuangan tingkat UAKPA
BUN ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran BA
BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk Laporan Keuangan tingkat UAPBUN
ditandatangani oleh Pembantu Pengguna Anggaran BUN
Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa pengelolaan
APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem

pengendalian internal yang memadai dan akuntansi
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keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan.

Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diberikan paragraf penjelasan atas
suatu kejadian yang belum termuat dalam Laporan

Keuangan.

BAB V

MODUL SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Pasal 18

SATD dilaksanakan sesuai dengan Modul SATD sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

BAB VI
PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Pasal 19
Dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang
disajikan dalam Laporan Keuangan, dilakukan reviu atas
Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN dan UAPBUN.
Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
Hasil reviu atas Laporan Keuangan tingkat UAPBUN
dituangkan dalam Pernyataan Telah Direviu.
Pernyataaan Telah Direviu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilampirkan pada Laporan Keuangan tingkat
UAPBUN semesteran dan tahunan.
Reviu atas Laporan Keuangan dilaksanakan sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur

mengenai reviu atas Laporan Keuangan.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.05/2014 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan

Dana Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
mengamanatkan kepada pemerintah untuk terus mengupayakan
peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN). Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa agar informasi yang
disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dapat memenuhi prinsip
transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat (PMK 213/2013).

SAPP terdiri dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Bendahara Umum Negara (SABUN) dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Instansi (SAI). Pelaksanaan SABUN menjadi tugas dan fungsi
Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, sedangkan SAI

diselenggarakan dan dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga.

Salah satu subsistem dari SABUN tersebut di atas adalah Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(SATD). SATD merupakan subsistem dari SABUN yang melaksanakan
proses pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta
pelaporan pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Sebagai susbsistem dari SABUN, SATD mempunyai karakteristik basis
akuntansi akrual dengan menggunakan sistem pembukuan berpasangan.
Dalam siklus akuntansinya, SATD juga menggunakan bagan akun
standar dan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan atas

kejadian transaksi keuangannya.
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Dalam rangka pelaksanaan Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara (BA BUN) Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Menteri
Keuangan menetapkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
sebagai Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA
BUN) Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Salah satu tugas
PPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah
menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran BA BUN
yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dengan demikian, untuk dapat menyusun laporan
pertanggungjawaban pengelolaan anggaran BA BUN dimaksud perlu
dibentuk wunit akuntansi untuk melaksanakan SATD sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 71/2010) dan PMK
213/2013.

Selanjutnya, untuk mengakomodasi hal-hal tersebut di atas, perlu
disusun modul SATD. Modul SATD ini dijadikan pedoman bagi pihak yang
diberikan amanat untuk menyusun pertanggungjawaban BA BUN
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Penyusunan modul ini
didasarkan pada PP 71/2010 dan peraturan perundang-undangan
mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban BA BUN Pengelolaan

Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup modul SATD mencakup akuntansi dan pelaporan
keuangan pertanggungjawaban keuangan BA BUN Transfer ke Daerah
dan Dana Desa, unit akuntansi dan pelaporan keuangan, kebijakan
akuntansi Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, serta hak dan

kewajiban yang timbul dari transaksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

. MAKSUD

Modul ini dimaksudkan sebagai petunjuk untuk memahami dan
mengimplementasikan proses sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berbasis akrual
secara tepat waktu, transparan, dan akurat sehingga hasilnya dapat

dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
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D. TUJUAN

-292-

Tujuan modul SATD memberikan panduan mengenai perlakuan

akuntansi transaksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa berbasis akrual

yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan yang secara umum meliputi

pengakuan, pengukuran, penyajian dan pelaporan BA BUN Pengelolaan

Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

E. SISTEMATIKA

Modul SATD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Ruang Lingkup, Maksud, Tujuan,

dan Sistematika.

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BA BUN
PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Meliputi Pembentukan Unit Akuntansi Dan Pelaporan
Keuangan, Proses Bisnis Pada UAKPA BUN Pengelolaan
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, Proses Bisnis pada
UAPBUN Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, Dokumen
Pencatatan Akuntansi, Analisis Laporan Keuangan, dan

Penyampaian Data dan Laporan Keuangan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA
DESA

Meliputi Definisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Basis
Akuntansi, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan
Pengungkapan Beban, Realisasi, Piutang, Utang, dan Koreksi

Utang dan/atau Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

JURNAL STANDAR TRANSAKSI TRANSFER KE DAERAH DAN
DANA DESA

Meliputi Jurnal Anggaran, Jurnal Komitmen, Jurnal
Realisasi, Jurnal Pengembalian, Jurnal Penyesuaian, dan
Jurnal Penutup Terkait Transaksi Transfer ke Daerah dan

Dana Desa.



BAB V

BAB VI

BAB VII :
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LAPORAN KEUANGAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA
DESA

Meliputi Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa, Periode Pelaporan, Komponen Laporan Keuangan,
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan

Keuangan

ILUSTRASI PENCATATAN DAN PENYAJIAN AKUNTANSI
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Meliputi Ilustrasi 1: Transaksi Realisasi Transfer ke Daerah
dan Dana Desa; Ilustasi 2: Transaksi Realisasi Transfer ke
Daerah dan Dana Desa dengan Adanya Pemotongan dan
Pengembalian; [lustrasi 3: Transaksi Pengakuan Piutang, dan
Penyelesaian Piutang Lebih Salur Transfer ke Daerah dan
Dana Desa; Ilustrasi 4: Transaksi Pengakuan Utang, dan
Penyelesaian Utang Kurang Salur Transfer ke Daerah dan
Dana Desa; [lustrasi 5: Koreksi Nilai Piutang dan/atau Utang

Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

PENUTUP
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BAB II
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

A. PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
terutama pelaksanaan transaksi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
(BA BUN) Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Kementerian
Keuangan selaku pengguna anggaran BA BUN Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa, menyelenggarakan akuntansi pemerintahan atas
transaksi keuangan yang meliputi transaksi pelaksanaan BA BUN
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan pengakuan adanya
selisih kelebihan atau kekurangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan proses bisnis Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan dalam suatu bentuk Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa (SATD) merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SABUN). SATD dilaksanakan
oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan beserta unit akuntansi dan
pelaporan keuangan yang melakukan pengelolaan Bagian Anggaran Transfer
ke Daerah dan Dana Desa. Unit akuntansi dan pelaporan dibentuk dalam
rangka menyusun Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pengelolaan Transfer
ke Daerah dan Dana Desa, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran
(LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca
dan Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK).

Unit akuntansi dan pelaporan keuangan dalam SATD terdiri atas:

1. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN) Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa pada tingkat satuan kerja bertindak sebagai
unit akuntansi keuangan yang melakukan kegiatan akuntansi beserta
pelaporan keuangannya terkait transaksi pelaksanaan BA BUN
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum
Negara (UAPBUN) Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada

tingkat Eselon I Kementerian Keuangan bertindak sebagai unit
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pelaporan keuangan yang melakukan penggabungan Laporan

Keuangan seluruh UAKPA BUN.

B. PROSES BISNIS PADA UAKPA BUN PENGELOLAAN TRANSFER KE
DAERAH DAN DANA DESA

Secara umum, pada periode berjalan petugas pada UAKPA BUN

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa melaksanakan kegiatan

yang menjadi tugas pokoknya, antara lain:

1.
2.
3.

Melakukan verifikasi dokumen sumber;

Melakukan perekaman dokumen sumber;

Melakukan verifikasi atas perekaman, penambahan, dan hapus data
transaksi berdasarkan dokumen sumber;

Melakukan posting atas transaksi yang berhubungan dengan Buku
Besar Akrual dan Buku Besar Kas;

Melakukan penyesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian dan
pengungkapan Beban, Utang, Piutang, dan Pendapatan atas transaksi
akrual;

Melakukan rekonsiliasi data keuangan dengan entitas penerima dana
Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

Menyusun Laporan Keuangan dan Lampiran-lampiran pendukung,
terutama Daftar Piutang dan Utang Transfer ke Daerah dan Dana
Desa; dan

Menyampaikan data dan Laporan Keuangan kepada UAPBUN

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

C. PROSES BISNIS PADA UAPBUN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH
DAN DANA DESA

Pada periode berjalan, petugas pada UAPBUN Pengelolaan Transfer

ke Daerah dan Dana Desa melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas

pokoknya, antara lain:

1.

Melakukan verifikasi dan analisis data dan Laporan Keuangan UAKPA
BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

Melakukan penggabungan data dan Laporan Keuangan UAKPA BUN
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

Menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPBUN; dan
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4. Menyampaikan data dan Laporan Keuangan kepada Direktorat
Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan selaku Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara (UABUN).

D. DOKUMEN PENCATATAN AKUNTANSI

Dokumen yang digunakan untuk pencatatan akuntansi yang terkait
dengan kegiatan transaksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa antara lain:
1. Alokasi anggaran:

a.DIPA Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan
b.Revisi DIPA Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
2. Pencatatan Beban/Realisasi:
a.Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
b.Surat Perintah Membayar (SPM);
C. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); dan
d.Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(SKP-RTD).
3. Pencatatan pengembalian atas realisasi:
a. Surat Perintah Membayar (SPM); dan
b. Surat setoran negara berupa Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB),
Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), atau dokumen yang dipersamakan
dengan memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)
4. Pencatatan Piutang/Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa:
a.Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan kurang bayar transfer
dan/atau lebih bayar transfer;
b.Lembar Konfirmasi Transfer (LKT);
c.Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(SKP-RTD);
d.Daftar Potongan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan
e. Daftar Pemotongan Lebih Salur.
5. Dokumen pendukung lainnya:
a.UU APBN;
b.Perpres Rincian APBN;
c.Perda mengenai APBD;
d.Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus;
€. Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping; dan

f. Memo Penyesuaian.
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Formulir Memo Penyesuaian dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Eselon|
Wilayah
Satuan Kerja
Mo. Dokumen
Tanggal

RiEe e

Bagian Anggaran

Tahun Anggaran
Kategori Jurnal Pﬂ"YESUE'ﬂ”fMEﬁW Naracallurmal Korgksitlurnal Umum :

FORMULIR
MEMO PENYE SUAIAN

S N )
2 }
3 )
4. }
5.
G,
7.

Kode Akun Uraian Mama Akun Rupiah DOebet Rupiah Kredit
T0a 0B 10c T0d 10e 107
11 |
Dibuat oleh Disetujui oleh - Direkam oleh
Petugas Verfikasi/Akuntans] &fasan Langsung Pstugas Komputer
12 13 14
Tanggal :15 Tangagal 215 Tanggal 215
PETUNJUK PENGISIAN MEMO PENYESUAIAN
1 Bagian Anggaran Diisi Kode Bagian Anggaran dan Uraian Bagian Anagaran,
2.Eselon| Diisi Kode UnitEsglon | dan Uraian Esglon |
2. Wilayah Qj@i@ggwnayahmmwnayah

4, Satuan Kerja
5. Mo. Dokumen

6. Tanggal

7. Tahun Anggaran
10.durnal :

a. Mo
b. D/K

c. Kode Akun
d. Uraian skun
e. Rupiah Dehet
f. Rupiah Kredit
11.Keterangan
12.DibyatQleh
13. Disetuiui Qleh

14 Direkam Oleh
15.Tangaal

%WWW@WE DigitKode satkerdan.
Diikuti nomer urui dokumen Memo Eenyesualan

Diisitanggal Mema Penyesuaian dibukukan, misalnya:
31Dgsember 2015

Diisitahun anggaran beralanmisalnya: 2015

Diisi angka 1 pada baris pertama dan angka 2 pada baris kedua
Diisi D pada baris pertama, diisi K pada baris kedua

Diisi Kode Akun yang akan didebet nada baris pertama.

dan dilsi Kade Akun yang akan dikredit pada baris kedua
DiisilraianAkun vang akan didebet pada baris perama,
dandiisi Lraian Akun yang akan dikreditpada baris kedua
Diisijumlah rupiah atas akun transaksi vang didebet.

Diisi jumlah rupiah atag akun transaksi vang dikredit

Diisi penjelasan singkatjumal yang dibuat, termasuk perhitungan
bila diperiukan.

Diisi Mama dan NIP PembuatMemo Penyvesuaianbeiugas
Verfikasiakuntansi

Diisi Mama dan MNIP atasanlangsung/ Petugas Verifikasidan
Akuntansi/Operator KomputerEenanggungawab UAKFA
DiisiNama dan NIF Eefugas Operator Kamputer

Diisitanggal dilaksanakannya tugas masing-masing

No.2138
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E. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Analisis Laporan Keuangan dalam hal ini merupakan kegiatan
menelaah hubungan antar unsur-unsur beserta pos-posnya dalam
Laporan Keuangan untuk memperoleh pemahaman dalam memenuhi
penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi
pemerintahan. Analisis Laporan Keuangan dimaksud tidak diarahkan
secara spesifik dalam pengambilan keputusan terkait kemampuan unit

akuntansi dan pelaporan dalam rangka solvabilitas maupun likuiditas.

Latar belakang perlunya dilakukan analisis atas Laporan Keuangan,
yaitu sebagai berikut:
1. Kelengkapan Laporan Keuangan (termasuk lampiran) tidak memenuhi
persyaratan sesuai ketentuan;
2. Terdapat perbedaan antara data dengan penjelasan informasi di CaLK;
dan

3. Pengungkapan dalam CaLK seringkali kurang informatif.

Kegiatan analisis Laporan Keuangan dapat berupa pemeriksaan
terhadap:
1. Kelengkapan Laporan Keuangan

a. Memastikan seluruh unsur Laporan Keuangan berupa LRA, Neraca,
LO, LPE, dan CaLK sudah dibuat/dicetak;

b. Memastikan informasi/data/dokumen pendukung yang relevan
sudah dilampirkan;

c. Membandingkan kelengkapan Laporan Keuangan yang telah
dibuat/dicetak/dilampirkan dengan ketentuan mengenai pedoman
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah; dan

d. Memastikan tidak ada kelengkapan Laporan Keuangan yang
tertinggal atau lebih kirim (mengirimkan lampiran yang tidak
perlu/tidak relevan).

2. Validitas Data

a. Memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan
hardcopy, softcopy, dan CaLK secara konsisten sama; dan

b.Jika terdapat perbaikan/revisi laporan keuangan, maka
perbaikan/revisi tersebut harus tetap menjaga validitas datanya.

3. Akurasi Angka yang Disajikan
a. Memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan

hardcopy, softcopy dan CaLK akurat;
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b. Memastikan angka pada LRA sudah sesuai dengan BAR;

c. Memastikan transaksi penyesuaian akuntansi akrual sebagaimana
kebijakan akuntansi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sudah
disajikan dengan tepat dan akurat; dan

d. Memastikan angka yang disajikan pada Neraca Percobaan dan CaLK
sesuai dengan angka yang tertera di lampirannya.

4. Ketepatan Penggunaan Akun dan Kecocokan Pasangan Akun

a. Memastikan persamaan akuntansi dasar Aset=Kewajiban+Ekuitas
terpenuhi;

b. Memastikan akun-akun terkait dengan transaksi Transfer ke
Daerah dan Dana Desa telah tepat digunakan dan sesuai dengan
jurnal standar; dan

c. Memastikan akun-akun pada Neraca Percobaan bersaldo normal.

5. Pengungkapan Angka pada Unsur-unsur/Pos-pos Laporan Keuangan
dalam CaLK

a. Memastikan setiap akun dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE sudah
diberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK; dan

b. Memastikan akun-akun tersebut disajikan secara cukup (adequate
disclosure) tidak kurang (insufficient disclosure) dan tidak berlebihan

(overload disclosure).

F. PENYAMPAIAN DATA DAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan
c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sesuai dengan jadwal
penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian

Laporan Keuangan BUN.



2016, No.2138 30.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

A. DEFINISI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN dan
pencatatan transaksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, UAKPA BUN
memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses
akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait
pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kejadian terkait

transaksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang terdiri atas:

a. Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
b. Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

B0

Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan

Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja Negara dalam rangka
mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan,
dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dan dana istimewa Daerah
Istimewa Yogyakarta. Sedangkan dana desa adalah dana yang
dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer
melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Secara arus keuangan, Transfer ke Daerah dan Dana Desa
merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan

lain, dalam hal ini yaitu pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

B. BASIS AKUNTANSI
Basis akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi dan
penyusunan Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa adalah basis akrual. Basis akrual yang diterapkan merupakan basis
akuntansi yang mengakui adanya pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya
pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas

atau setara kas diterima atau dibayar.

Penerapan basis kas tetap digunakan dalam mencatat dan menyusun
Laporan Realisasi Anggaran sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan

basis kas. Dengan demikian, basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti
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bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara,
sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum

negara.

. PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BEBAN DAN
REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Pelaksanaan BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
tidak lepas dari dokumen pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam dokumen
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang disahkan setiap tahunnya. DIPA
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tidak memuat rincian alokasi
Transfer ke Daerah dan Dana Desa per provinsi/kabupaten/kota. Rincian
alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa per provinsi/kabupaten/kota
ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN)
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam bentuk Surat Keputusan

Penetapan Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SKP-RTD).

SKP-RTD merupakan surat keputusan yang menjadi komitmen
pemerintah atas pengeluaran yang menjadi beban anggaran yang memuat
rincian jumlah transfer per daerah untuk setiap jenis transfer dalam periode
tertentu. Komitmen pemerintah ini menjadi catatan manajemen KPA BUN
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa namun tidak membentuk

penyajian dan pengungkapan pada komponen dan pos-pos Laporan Keuangan.

Dalam siklus pencatatan akuntansi atas transaksi realisasi pelaksanaan
anggaran BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, akrualisasi
Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa diakui pada saat terjadi resume
tagihan yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh KPA BUN Pengelolaan Transfer
ke Daerah dan Dana Desa. Selain itu, Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa
juga diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah yang ditetapkan dengan
dokumen penetapan kurang salur dan/atau kurang bayar sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Transfer ke Daerah dan Dana

Desa.

Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa atas penyaluran realisasi
transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam Surat Permintaan
Pembayaran yang telah terverifikasi dan disetujui oleh Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang timbul akibat kewajiban kurang
salur dan/atau kurang bayar, diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan
dokumen penetapan kurang salur dan/atau kurang bayar yang diatur dengan

Peraturan Menteri Keuangan mengenai Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
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Sedangkan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa diakui pada saat
diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Realisasi Transfer ke
Daerah dan Dana Desa diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN). Dalam hal transaksi Transfer ke Daerah dan
Dana Desa terdapat potongan pengembalian, realisasi Transfer ke Daerah dan
Dana Desa diukur sebesar nilai brutonya dengan merujuk nilai nominal yang

tercantum pada SPM yang telah diterbitkan SP2D oleh KPPN.

Realisasi anggaran BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa disajikan sebesar realisasi SPM/SP2D Transfer ke Daerah dan Dana Desa
pada periode berjalan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang
membandingkan antara pagu anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
dengan realisasinya. Pada LRA, Transfer ke Daerah dan Dana Desa merupakan

bagian dari belanja negara yang dirinci berdasarkan jenis transfer.

Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa disajikan pada Laporan
Operasional (LO) sebagai beban transfer. Pada akhir periode pelaporan, UAKPA
BUN melakukan penyesuaian Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam
hal hasil verifikasi, validasi, dan konfirmasi yang dilakukan oleh KPA BUN
menunjukkan terdapat Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang masih harus

dibayar, kelebihan penyaluran dana transfer, dan/atau terdapat koreksi.

Dalam hal terdapat pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa
yang dilakukan melalui setoran ke kas Negara dan/atau potongan SPM/SP2D
atas realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan,
dicatat sebagai pengurang nilai realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada
pos belanja negara di LRA, dan pengurang Beban Transfer di LO. Selanjutnya,
dalam hal pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang dilakukan
melalui setoran ke kas Negara dan/atau potongan SPM/SP2D atas realisasi
Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu, dicatat sebagai
penerimaan kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang
lalu pada pos pendapatan negara bukan pajak lainnya di LRA dan pada pos
kegiatan non-operasional lainnya di LO. Dalam hal penerimaan kembali Transfer
ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu dimaksudkan untuk
penyelesaian atas pengakuan Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang
telah disajikan di Neraca, tidak ada penyajian penerimaan kembali Transfer ke

Daerah dan Dana Desa pada pos kegiatan non-operasional lainnya di LO.

Beban dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa diungkapkan

secara memadai berdasarkan jenis transfer dan/atau daerah penerima dana
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transfer dalam lampiran Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

yang menjadi lampiran pendukung CaLK.

. PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PIUTANG
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa diakui sebagai piutang pada
saat dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah
Pusat melebihi jumlah yang menjadi hak Pemerintah Daerah pada tahun
anggaran yang bersangkutan dan telah ditetapkan sebagai piutang transfer ke
daerah dan dana desa berdasarkan dokumen penetapan lebih salur dan/atau
lebih bayar sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai transfer ke daerah dan
dana desa. Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa diukur sebesar nilai
nominal sesuai dengan dokumen penetapan lebih salur dan/atau lebih bayar

sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai transfer ke daerah dan dana desa.

Dalam hal piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa ditetapkan pada
tahun anggaran berjalan dan/atau tahun berikutnya sebelum laporan keuangan
tahun berjalan diterbitkan atas transaksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa
tahun anggaran berjalan, dilakukan pencatatan penambahan nilai piutangnya
yang disajikan di Neraca dan pengurangan nilai beban Transfer ke Daerah dan
Dana Desa yang disajikan di LO untuk periode laporan keuangan tahun berjalan.
Selanjutnya, dalam hal piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa ditetapkan
pada tahun berikutnya setelah laporan keuangan tahun berjalan diterbitkan atas
transaksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan,
dilakukan pencatatan penambahan nilai piutangnya yang disajikan di Neraca
dan pengurangan nilai beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang disajikan

di LO untuk periode laporan keuangan tahun berikutnya.

Nilai piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa disajikan sebagai piutang
bukan pajak yang diklasifikasikan dalam pos aset lancar pada Neraca. Nilai
piutang bukan pajak atas Transfer ke Daerah dan Dana Desa tersebut tidak
dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Hal ini didasari pertimbangan
bahwa timbulnya piutang dikarenakan pengakuan piutang oleh pemerintah
pusat yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan, dan kendali untuk menagih oleh pemeritah pusat sangat besar.

Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa diungkapkan secara memadai
dalam bentuk daftar piutang berdasarkan jenis transfer dan/atau daerah yang
mengalami lebih bayar transfer dalam lampiran Laporan Keuangan Transfer ke

Daerah dan Dana Desa yang menjadi lampiran pendukung CaLK.
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Piutang yang diestimasi atas pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa dimaksud diakui pada saat terjadi kelebihan salur dari nilai alokasi yang
belum ditetapkan sebagai piutang transfer ke daerah dan dana desa berdasarkan
dokumen penetapan lebih salur dan/atau lebih bayar yang diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai transfer ke daerah dan dana desa. Nilai
piutang diestimasi diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan hasil perhitungan
dan rekonsiliasi pada tahun berjalan dan/atau tahun berikutnya sebelum
laporan keuangan tahun berjalan diterbitkan. Piutang yang diestimasi disajikan
sebagai piutang bukan pajak yang diklasifikasikan dalam pos aset lancar pada

Neraca.

Piutang yang diestimasi diungkapkan secara memadai dalam bentuk
daftar piutang berdasarkan jenis transfer dalam lampiran Laporan Keuangan

Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang menjadi lampiran pendukung CalLK.

Penyelesaian piutang diestimasi dilakukan dengan mereklasifikasi piutang
transfer yang diestimasi menjadi piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
pada saat terdapat penetapan piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa sesuai
dokumen penetapan lebih salur dan/atau lebih bayar sesuai Peraturan Menteri

Keuangan mengenai transfer ke daerah dan dana desa.

Sedangkan pelunasan piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa diakui
pada saat telah diperhitungkan dengan realisasi penyaluran dana transfer tahun
berjalan dan/atau tahun berikutnya atau pengembalian dana transfer yang telah
diterima rekening kas negara. Pelunasan piutang Transfer ke Daerah dan Dana
Desa melalui perhitungan realisasi penyaluran dana transfer tahun berjalan
dan/atau tahun berikutnya diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan
potongan SPM yang telah diterbitkan SP2D oleh KPPN. Sedangkan, pelunasan
Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa melalui pengembalian dana transfer
secara kas diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan surat setoran ke rekening

kas negara atau dokumen yang dipersamakan.

Dalam hal pelunasan piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang
penetapannya pada tahun anggaran berikutnya sebelum laporan keuangan
tahun berjalan diterbitkan atas transaksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa
tahun anggaran berjalan, dilakukan pencatatan penyesuaian dengan mengurangi
nilai piutang di Neraca dan dengan menambah nilai beban Transfer ke Daerah
dan Dana Desa di LO pada laporan keuangan tahun berjalan. Sedangkan, dalam
hal pelunasan piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa dilakukan di tahun
berikutnya, baik yang penetapan piutangnya pada tahun anggaran berikutnya
sebelum laporan keuangan tahun berjalan diterbitkan maupun setelah laporan

keuangan tahun berjalan diterbitkan, dilakukan pencatatan penyesuaian dengan
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mengurangi nilai penerimaan kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun
anggaran yang lalu pada pos pendapatan non operasional di LO pada laporan

keuangan tahun pelunasan.

. PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN UTANG
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Dalam pelaksanaan anggaran BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah
dan Dana Desa dapat terjadi realisasi kurang penyaluran Dana Transfer ke
Daerah dan Dana Desa. Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa timbul pada
saat dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah
pusat kurang jumlah yang menjadi hak pemerintah daerah pada tahun anggaran
yang bersangkutan dan telah ditetapkan sebagai utang transfer ke daerah dan
dana desa berdasarkan dokumen penetapan kurang salur dan/atau kurang
bayar sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai transfer ke daerah dan dana
desa. Utang transfer ke daerah dan dana desa diakui pada saat diterbitkannya
dokumen penetapan kurang salur dan/atau kurang bayar yang diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai transfer ke daerah dan dana desa. Utang
Transfer ke Daerah dan Dana Desa diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan
dokumen penetapan kurang salur dan/atau kurang bayar yang diatur dengan

Peraturan Menteri Keuangan mengenai transfer ke daerah dan dana desa.

Dalam hal utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa ditetapkan pada
tahun berjalan dan/atau tahun berikutnya sebelum laporan keuangan tahun
berjalan diterbitkan atas transaksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun
anggaran berjalan, dilakukan pencatatan penambahan nilai utangnya yang
disajikan di Neraca dan penambahan nilai beban Transfer ke Daerah dan Dana
Desa yang disajikan di LO untuk periode laporan keuangan tahun berjalan.
Sedangkan dalam hal utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa ditetapkan pada
tahun berikutnya setelah laporan keuangan tahun berjalan diterbitkan atas
transaksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan,
dilakukan pencatatan penambahan nilai utangnya yang disajikan di Neraca dan
penambahan nilai beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang disajikan di

LO untuk periode laporan keuangan tahun berikutnya.

Nilai utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa disajikan sebagai utang
transfer pada pos kewajiban jangka pendek di Neraca. Selanjutnya, utang
Transfer ke Daerah dan Dana Desa diungkapkan secara memadai dalam bentuk
daftar utang berdasarkan jenis transfer dan/atau daerah penerima transfer
dalam lampiran Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang

menjadi lampiran pendukung CaLK.
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Utang yang diestimasi atas pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa diakui pada saat terjadi kekurangan salur dari nilai alokasi yang belum
ditetapkan sebagai utang transfer ke daerah dan dana desa berdasarkan
dokumen penetapan kurang salur/kurang bayar yang diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan mengenai transfer ke daerah dan dana desa. Utang yang
diestimasi atas pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa diukur sebesar
nilai nominal sesuai dengan hasil perhitungan dan rekonsiliasi pada tahun
berjalan dan/atau tahun berikutnya sebelum laporan keuangan tahun berjalan

diterbitkan.

Utang yang diestimasi disajikan sebagai utang transfer pada pos
kewajiban jangka pendek di Neraca. Penyelesaian utang yang diestimasi atas
pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dilakukan dengan
mereklasifikasi utang transfer yang diestimasi menjadi utang Transfer ke Daerah
dan Dana Desa pada saat terdapat penetapan utang Transfer ke Daerah dan
Dana Desa sesuai dengan dokumen penetapan kurang salur/kurang bayar yang
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai transfer ke daerah dan

dana desa.

Pelunasan Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa diakui pada saat
realisasi transfer yang membebani rekening kas umum negara. Pelunasan
tersebut diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP2D yang diterbitkan oleh
KPPN. Terhadap SP2D pelunasan Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
tersebut dilakukan pencatatan penyesuaian dengan mengurangi nilai utangnya
di Neraca dan dengan mengurangi beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa di

LO pada laporan keuangan tahun pelunasan.

Dalam rangka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan semesteran
dan tahunan, hasil identifikasi terhadap saldo nilai Utang Transfer ke Daerah
dan Dana Desa dalam pos Kewajiban Jangka Pendek yang penyelesaian
utangnya lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dilakukan
reklasifikasi penyajiannya di Neraca ke Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Jangka Panjang dalam pos Kewajiban Jangka Panjang. Demikian halnya
sebaliknya apabila hasil identifikasi terhadap saldo nilai Utang Transfer ke
Daerah dan Dana Desa Jangka Panjang terdapat rencana penyelesaian kurang
dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, dilakukan reklasifikasi
penyajiannya di Neraca ke Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa pos

Kewajiban Jangka Pendek.
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F. PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN KOREKSI

UTANG DAN/ATAU PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Koreksi atas utang dan/atau piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
dan koreksi atas utang dan/atau piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
yang diestimasi dapat terjadi salah satunya adalah adanya kekeliruan dalam
proses perhitungan atau penentuan daerah yang mengalami lebih/kurang salur
tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran yang lalu. Dalam hal terjadi
koreksi atas utang dan/atau piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa tetapi
tidak terdapat perubahan jumlah, maka penyesuaian dilakukan pada daftar

utang/piutang daerah yang mengalami kurang/lebih salur.

Koreksi terhadap kekeliruan dalam proses perhitungan atau penentuan
daerah lebih salur tahun anggaran berjalan dilakukan koreksi kenaikan atau
penurunan nilai piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan/atau nilai
piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang diestimasi di Neraca dan beban
transfer di LO. Dalam hal koreksi atas kekeliruan dalam proses perhitungan atau
penentuan daerah lebih salur tahun anggaran yang lalu atau penyesuaian nilai
piutang dilakukan koreksi kenaikan atau penurunan nilai piutang Transfer ke
Daerah dan Dana Desa dan/atau nilai piutang Transfer ke Daerah dan Dana

Desa yang diestimasi di Neraca dan ekuitas di LPE.

Dalam hal koreksi terhadap kekeliruan dalam proses perhitungan atau
penentuan daerah kurang salur tahun anggaran berjalan dilakukan koreksi
kenaikan atau penurunan nilai utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
dan/atau nilai utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang diestimasi di
Neraca dan beban transfer di LO. Sedangkan untuk koreksi terhadap kekeliruan
dalam proses perhitungan atau penentuan daerah lebih salur tahun anggaran
yang lalu atau penyesuaian nilai utang dilakukan koreksi kenaikan atau
penurunan nilai utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan/atau nilai utang

Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang diestimasi di Neraca dan ekuitas di LPE.
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BAB IV

JURNAL STANDAR TRANSAKSI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

A. JURNAL ANGGARAN

Pencatatan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
berdasarkan DIPA Transfer ke Daerah dan Dana Desa menggunakan
jurnal single entry karena DIPA disusun berdasarkan basis kas, sebagai

berikut:

Debet: 63350 Allotment Transfer ke Daerah dan Dana Desa XX
Kredit: - - - -

B. JURNAL KOMITMEN

Komitmen pengeluaran pemerintah atas Beban anggaran Transfer
ke Daerah dan Dana Desa terjadi pada saat KPA BUN Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa menetapkan Surat Keputusan
Penetapan Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SKP-RTD) yang
memuat rincian jumlah transfer per daerah untuk setiap jenis transfer
dalam periode tertentu. UAKPA BUN mencatat transaksi komitmen yang
terposting dalam buku besar akrual. Jurnal komitmen Transfer ke Daerah
dan Dana Desa tidak digunakan dalam rangka penyusunan Laporan
Keuangan, melainkan wuntuk tujuan manajemen anggaran. Jurnal
komitmen Transfer ke Daerah dan Dana Desa diposting ke buku besar

akrual sebagai berikut:

Debet: 66X K Beban Transfer ke Daerah dan 3OO0
Dana Desa

Kredit: 231XXX Dicadangkan untuk  Komitmen ). 9.9.9.0.4
Belanja

C. JURNAL REALISASI
1. Pada saat adanya resume tagihan atas pengakuan Beban Transfer ke Daerah
dan Dana Desa yang ditandai dengan terbitnya dokumen SPP/SPM Transfer ke
Daerah dan Dana Desa oleh KPA BUN, terlebih dahulu dilakukan jurnal balik
atas jurnal komitmen, dan dilanjutkan pencatatan jurnal resume tagihan yang
diposting hanya ke dalam buku besar akrual dan berpengaruh pada penyajian
Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Laporan Operasional sebagai

berikut:
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Debet: 6XX3CT{ Beban Transfer ke Daerah dan Dana XOOOX
Desa

Kredit: 215XXX Transfer ke Daerah dan Dana Desa OO
vang Masih Harus Dibayar

2. UAKPA BUN mencatat realisasi pengeluaran Transfer ke Daerah dan Dana
Desa setelah menerima SP2D yang diterbitkan oleh KPPN. Jurnal untuk
mencatat transaksi realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan
dokumen sumber SPM/SP2D Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai
berikut:

a. Pencatatan jurnal akrual oleh UAKPA BUN untuk Buku Besar Akrual:

Debhet: 215XXX Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang X000
Masih Harus Dibayar

Kredit: 31333X Transaksi Antar Entitas XK

b.Pencatatan jurnal kas oleh UAKPA BUN pada buku besar kas yang
berpengaruh pada penyajian realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa

di Laporan Realisasi Anggaran:

Debhet: 6XXXXX Transfer ke Daerah dan Dana Desa OO

Kredit: 313XXX Transaksi Antar Entitas IO

D.JURNAL PENGEMBALIAN TRANSFER
1. Pengembalian tahun anggaran berjalan
Pengembalian realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada tahun
anggaran berjalan merupakan pengurangan beban dan realisasi Transfer ke
Daerah dan Dana Desa tahun berjalan tersebut melalui potongan SPM/SP2D
dan/atau setoran ke rekening kas negara. Jurnal yang mencatat dan
memposting akun untuk buku besar akrual dan buku besar kas sebagai

berikut:

a.Pencatatan jurnal akrual oleh UAKPA BUN pada buku besar akrual yang
berpengaruh pada penyajian Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa di

Laporan Operasional:

Debet: 313XXX Transaksi Antar Entitas HEOOX
Kredit: 66X 300K Beban Transfer ke Daerah dan Dana OO0
Desa

b. Pencatatan jurnal kas oleh UAKPA BUN pada buku besar kas yang
berpengaruh pada penyajian Belanja Transfer ke Daerah dan Dana

Desa di Laporan Realisasi Anggaran:
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Debet: 313XXX Transaksi Antar Entitas OO
Kredit: 6X33030( Transfer ke Daerah dan Dana Desa p. 0.5, 0.04

2. Pengembalian tahun anggaran yang lalu
Pengembalian realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran
yang lalu merupakan pengembalian dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa
atas realisasi penyaluran transfer tahun anggaran yang lalu yang dilakukan
pengembaliannya pada tahun berikutnya melalui potongan SPM/SP2D
dan/atau setoran ke rekening kas negara. Atas transaksi pengembalian ini
dicatat sebagai pendapatan negara bukan pajak lainnya di LRA, dan secara
bersamaan dilakukan pencatatan yang sama di LO sebagai penerimaan
kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu pada
pos kegiatan non-operasional lainnya. Selanjutnya, dalam hal penerimaan
kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu
dimaksudkan untuk penyelesaian atas pengakuan Piutang Transfer ke
Daerah dan Dana Desa yang telah disajikan di Neraca, tidak ada penyajian
penerimaan kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada pos kegiatan
non-operasional lainnya di LO yaitu dengan melakukan penyesuaian
penerimaan kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada piutang
transfer. Jurnal yang mencatat dan memposting akun untuk buku besar

akrual dan buku besar kas sebagai berikut:

a.Jurnal kas pada buku besar kas atas pengembalian Transfer ke Daerah dan
Dana Desa tahun anggaran yang lalu di Laporan Realisasi Anggaran

melalui potongan SPM/SP2D dan/atau setoran ke rekening kas negara:

Debet: 313XXX Transaksi Antar Entitas OO

Kredit: 42333 Penerimaan Kembali Transfer ke OO
Daerah dan Dana Desa TAYL

b.Jurnal akrual pada buku besar akrual atas pengembalian Transfer ke
Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu di Laporan Operasional
melalui potongan SPM/SP2D dan/atau setoran ke rekening kas negara:

Debet: 313XXX Transalksi Antar Entitas IR
Kredit: 4233XX Penerimaan Kembali Transfer ke X
Daerah dan Dana Desa TAYL — LO

c. Selanjutnya atas potongan SPM/SP2D dan/atau setoran ke
rekening kas negara pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana
Desa dilakukan penyesuaian dengan menggunakan jurnal akrual

pada buku besar akrual untuk mencatat penyelesaian piutang
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transfer di Neraca dan penyesuaian penerimaan kembali Transfer ke

Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu di LO:

Debet: 423XXX Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah X330
dan Dana Desa TAYL-LO

Dana Desa

Kredit: 115XXX Piutang Transfer ke Daerah dan ), 9.9.9.9.4

E. JURNAL PENYESUAIAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

1. Jurnal Transaksi Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Dalam kegiatan transfer dana ke pemerintah daerah dapat
dimungkinkan terjadinya kelebihan penyaluran yang mengakibatkan
adanya hak untuk menagih sebesar kelebihan. Hasil identifikasi
kelebihan transfer yang belum dikembalikan atau belum dipotong atau
belum diperhitungkan sampai dengan tahun anggaran berjalan
ditetapkan dalam dokumen penetapan lebih salur yang diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai transfer ke daerah dan dana
desa sebagai dasar UAKPA BUN untuk mengakui adanya piutang
Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Jurnal yang digunakan untuk
piutang transfer diposting di buku besar akrual sebagai berikut:

a. Jurnal akrual untuk buku besar akrual atas pengakuan penetapan
piutang lebih salur yang ditetapkan sebelum laporan keuangan tahunan

diterbitkan dan setelah laporan keuangan tahunan diterbitkan:

Debet: 115XXX* Piutang Transfer ke Daerah dan Dana XXX
Desa

Kredit: 63X 33" EBeban Transfer ke Daerah dan Dana p 0.0 0.0.4
Dezsa

Catatan*: jurnal dilakukan berdampak sesuai dengan periode laporan

keuangan yang disusun.

b.Jurnal akrual untuk buku besar akrual atas pengakuan diketahuinya
piutang lebih salur secara estimasi sesuai hasil perhitungan dan

rekonsiliasi:

Debet: 115XXX Piutang Transfer ke Daerah dan Dana XXX
Desa — estimasi

Deza

Kredit: 63300 Beban Transfer ke Daerah dan Dana MoK
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c.Jurnal akrual untuk buku besar akrual atas koreksi lebih catat piutang

transfer:

Debet: 115XXX Piutang Transfer ke Daerah dan Dana XXXXX
Desa /diestimasi
Debet: 115XXX Piutang Transfer ke Daerah dan Dana XXXXX
Desa — estimasi
Kredit: 39XXXX Koreksi Lainnvya ). 9.9.0.9.4

d.Jurnal akrual untuk buku besar akrual atas koreksi kurang catat piutang

transfer:
Debet: 39XXXX Koreksi Lainnya KX
Kredit: 115XXX Piutang Transfer ke Daerah dan Dana ). 9.9.9.9.4
Desa/disetimasi
Kredit: 115XXX Piutang Transfer ke Daerah dan Dana ). 9. 9.9.9.¢
Desa — etimasi

e.Jurnal akrual untuk buku besar akrual atas pendefinitifan piutang -

estimasi

Debet: 115XXX* Piutang Transfer ke Daerah dan Dana XXXXX
Desa

Kredit: 115XXX* Piutang Transfer ke Daerah dan ).9.9.9.9.¢
Dana Desa — estimasi

Catatan*: Setelah ditetapkan jumlah piutang lebih salur secara
definif maka dilakukan reklasifikasi dari piutang estimasi menjadi
piutang definitif.

f. Jurnal pelunasan piutang lebih salur Transfer ke Daerah dan Dana Desa

1)Pelunasan piutang lebih salur atas transaksi transfer tahun berjalan di
tahun berjalan melalui potongan SMP/SP2D dan/atau setoran ke kas
negara:

i. Jurnal untuk buku besar kas:

Debet: 313XXX Transaksi Antar Entitas OO
Kredit: 63X 300 Transfer ke Daerah dan Dana Desa OO

ii. Jurnal untuk buku besar akrual:

Debet: 313XXX Transaksi Antar Entitas OO
Kredit: 63X 33OK Eeban Transfer ke Daerah dan Dana OO
Dezsa

iii. Jurnal penyesuaian pelunasan piutang untuk buku besar akrual:

Dehet: 6X3300( Bebhan Transfer ke Daerah dan Dana XX3O0O
Dezsa

Kredit: 115XXX Piutang Transfer ke Daerah dan Dana HXXXX
Desa
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2)Pelunasan piutang lebih salur atas transaksi transfer tahun anggaran yang
lalu di tahun berjalan melalui potongan SMP/SP2D dan/atau setoran ke
kas negara:

i. Jurnal untuk buku besar kas:

Debet: 313XXX Transaksi Antar Entitas P08 6.4

Kredit: 423XXX Penerimaan Kembali Transfer ke OO
Daerah dan Dana Desa TAYL

ii. Jurnal untuk buku besar akrual:

Debet: 313XXX Transaksi Antar Entitas OO

Kredit: 423XXX Peneritmaan Kembali Transfer ke X
Daerah dan Dana Desa TAYL

iii. Jurnal penyesuaian pelunasan piutang untuk buku besar akrual:

Debet: 423XXX Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah X33O
dan Dana Desa TAYL

Kredit: 115XXX Piutang Transfer ke Daerah dan Dana OO
Desa

2. Jurnal Transaksi Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Dalam kegiatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat terjadi
kurang penyaluran yang mengakibatkan adanya kewajiban transfer
pemerintah pusat sebesar kekurangannya. Identifikasi adanya
kekurangan penyaluran dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa
dilakukan melalui proses perhitungan realisasi, konfirmasi dan
rekonsiliasi, yang selanjutnya ditetapkan dalam dokumen penetapan
kurang salur yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

Atas pengakuan tersebut, jurnal diposting ke dalam Buku Besar Akrual
dan berpengaruh pada penyajian Beban Transfer ke Daerah dan Dana
Desa di Laporan Operasional dan utang Transfer di Neraca sebagai
berikut:

a. Jurnal akrual untuk buku besar akrual atas pengakuan penetapan utang
Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan penetapan kurang salur

transfer:

Debet: 6XX3 3 Beban Transfer ke Daerah dan Dana X3UOO
Desa

Kredit: 215XXX Utang Transfer 1,0, 9.9.9.4

b. Jurnal akrual wuntuk buku besar akrual atas pengakuan
diketahuinya utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang

diestimasi sesuai hasil perhitungan dan rekonsiliasi:
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Debet: 6XXXXX Beban Transfer ke Daerah dan Dana XOOUKK
Deszsa

Kredit: 215XXX Utang Transfer — estimasi ), 9.9.9.9. 4

b.Jurnal akrual untuk buku besar akrual atas koreksi kurang catat utang

transfer ke Daerah dan Dana Desa:

Debet: 39XXXX Koreksi Lainnva HEHXXK

Kredit: 215XXX Utang Transfer ), 9. 9.9.9.4

c.Jurnal akrual untuk buku besar akrual atas koreksi lebih catat utang

transfer ke Daerah dan Dana Desa:

Debet: 215XXX Utang Transfer ). 9.9:9.9.4
Kredit: 39XXXX Koreksi Lainnya XXXXX

d.Jurnal akrual untuk buku besar akrual atas pendefinitifan Utang — estimasi

Debet: 215XXX* Utang Transfer — estimasi KHEKX
Kredit: 215XXX* Utang Transfer XHXXX

Catatan: * Setelah ditetapkan jumlah utang kurang salur secara definitif,

maka dilakukan reklasifikasi dari utang estimasi menjadi utang definitif.

e.Jurnal pelunasan utang kurang salur Transfer ke Daerah dan Dana Desa
1) Pelunasan utang kurang salur atas tansaksi transfer dilakukan dengan
penerbitan SPM/SP2D yang membebani rekening kas umum negara:

i. Jurnal akrual untuk buku besar akrual atas resume tagihan:

Debet: 6XXXXX Beban Transfer ke Daerah dan Dana XXXXX
Desa
Kredit: 215XXX Transfer ke Daerah dan Dana ). 9.0.9.0.4
Desa yang Masih Harus Dibayar

ii. Jurnal akrual untuk buku besar akrual atas SPM/SP2D:

Debet: 215XXX Transfer ke Daerah dan Dana Desa X3
yvang Masih Harus Dibayar
Kredit: 313XXX Transaksi Antar Entitas ).9.0.9.0.4

iii. Jurnal kas untuk buku besar kas atas SPM/SP2D:

Debet: 633X Transfer ke Daerah dan Dana Desa OO
Kredit: 31333 Transaksi Antar Entitas ) 8.0.0.0.4

2) Jurnal penyesuaian pelunasan utang untuk buku besar akrual:

Debet: 215XXX Utang Transfer 1.9.0.9.9.4
Kredit: 63300 Beban Transfer ke Daerah dan OO
Dana Desa
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3. Hasil identifikasi terhadap saldo nilai Utang Transfer ke Daerah dan Dana
Desa dalam pos Kewajiban Jangka Pendek yang penyelesaian utangnya lebih
dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, dilakukan reklasifikasi
penyajiannya di Neraca ke Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa Jangka
Panjang dalam pos Kewajiban Jangka Panjang dan diposting pada Buku

Besar Akrual sebagai berikut:

Debet: 215XXX Utang Transfer LS00 0.4
Kredit: 22XXXX Utang Transfer ke Daerah dan Dana ). 9.9.9.9.4
Desa — Jangka Panjang

4. Sebaliknya apabila hasil identifikasi terhadap saldo nilai Utang Transfer ke
Daerah dan Dana Desa Jangka Panjang terdapat rencana penyelesaian
utangnya kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan,
dilakukan reklasifikasi penyajiannya di Neraca ke Utang Transfer ke Daerah
dan Dana Desa pos Kewajiban Jangka Pendek dan diposting pada Buku Besar

Akrual sebagai berikut:
Debet: 22XXXX Utang Transfer ke Daerah dan Dana XXXXX
Desa — Jangka Panjang
Kredit: 21XXXX Utang Transfer KHXHX

F.  TRANSAKSI JURNAL PENUTUP TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Jurnal penutup Transfer ke Daerah dan Dana Desa dilakukan pada
saat penyusunan Laporan Keuangan pada akhir periode pelaporan
keuangan. Jurnal penutup yang digunakan untuk buku besar akrual,
sebagai berikut:

1. Jurnal Penutup Pendapatan/Pendapatan — LO
a. Buku besar akrual untuk mencatat penutupan Pendapatan-LO ke
Surplus/Defisit-LO

Debet: 423333 Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah HOOX
dan Dana Desa TAYL-LO
Kredit: 391XXX Surplus/Defisit-LO 9,9, 9.9.4

b. Tidak ada jurnal penutup pendapatan LRA yang terbentuk dalam
buku besar kas pada UAKPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana

Desa.
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2. Jurnal penutup Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa

a.Buku besar akrual untuk mencatat penutupan Beban ke Surplus/Defisit-

LO:
Debet: 391XXX Surplus/Defisit-LO L 0.0.0. 9.4
Kredit: 633000 Beban Transfer ke Daerah dan Dana OO

Desa

b.Buku Besar Kas untuk mencatat penutupan Transfer ke Surplus/Defisit-

LRA:
Debet: X2000O{ Surplus/Defisit-LEA L. 9.0, 9.9
Kredit: 630X Transfer ke Daerah dan Dana Desa OO

3. Jurnal Penutup Surplus/Defisit LO
a. Buku besar akrual Surplus LO untuk ditutup ke SiLPA /SiKPA:

Debet: 391XXX Surplus/Defisit-LO 1. 9.9.9.9.4
Kredit: 391 XXX Ekuitas ). 9.9.9.9.4

b.Buku besar akrual Defisit LO untuk ditutup ke SiLPA/SiKPA:

Debet: 391XXX Ekuitas KOO
Kredit: 391XXX Surplus/Defisit-1L.O XHXXX

4. Jurnal Penutup Surplus/Defisit LRA
a. Buku besar kas Surplus LRA untuk ditutup ke SiLPA/SiKPA:

Debet:  X3OOOO Surplus/Defisit-LRA 1. 9.9.0.9.4
Kredit: X KKK SiLPA/SiKPA AXXXXK

b.Buku Besar Kas Defisit LRA untuk ditutup ke SiLPA/SiKPA:

Debet: SXXXXX SiLPA/SiKPA XXXXX
Kredit: XXXXXX Surplus/Defisit-LRA XXXHX
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BAB V

LAPORAN KEUANGAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

A. LAPORAN KEUANGAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang
relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan
suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan selama satu periode
pelaporan. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan mempunyai
kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta
hasil yang dapat dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis
dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan
akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antar

generasi.

Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan
umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan
khusus pemakainya. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah
laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bersama
sebagian besar pengguna laporan. Dalam rangka pelaporan BA BUN
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Sistem Akuntansi
Transfer ke Daerah dan Dana Desa menggunakan Standar Akuntansi
Pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010.

Selain penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, UAKPA
BUN dimungkinkan untuk menghasilkan laporan manajerial dalam
rangka transparansi pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
anggaran BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Laporan manajerial dimaksud dapat berupa Laporan/Catatan/Buku
Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Laporan/Catatan/Buku

Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

B. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

SATD menghasilkan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa yang terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b. Neraca;
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Laporan Operasional (LO);
d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAPBUN periode semesteran
dan tahunan dilampiri “Pernyataan Tanggung Jawab”. Format pernyataan

tanggung jawab tingkat UAKPA BUN dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Pernvataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah
dan Dana Desa yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan
Operasional, (c) Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Neraca, dan (e] Catatan atas
Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran XXXX sebagaimana
terlampir merupakan tanggung jawab kami.

(paragraf penjelasan — untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan
terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangarn)

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian internal yvang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi
pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan serta layak sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tempat, Tanggal

KPA BA BUN Transfer ke
Daerah dan Dana Desa,

Tanda tangan

Format pernyataan tanggung jawab tingkat UAPBUN Pengelolaan

Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat diilustrasikan sebagai berikut:
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Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku
UAPBUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang terdiri dari (a)
Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Laporan Perubahan
Ekuitas, (d} Neraca, dan (e)] Catatan atas Laporan Keuangan periode
Semester/Tahun Anggaran XXXX sebagaimana terlampir merupakan
tanggung jawab kami.

(paragraf penjelasan — untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan
terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangarn)

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian internal vang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi
pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan serta layak sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tempat, Tanggal

PPA BA BUN Transfer
ke Daerah dan Dana
Desa,

Tanda tangan

C. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan
pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah, yang
menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu
periode pelaporan. LRA disusun berdasarkan basis kas yaitu adanya
kejadian/transaksi aliran kas masuk untuk keuntungan kas negara dan aliran
kas keluar yang membebani rekening kas umum negara. Berikut ilustrasi

ringkasan pos-pos LRA:
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LAPORAN FEALISASI ANGGARAN
BA BUN FENGELOLAAN TRANSFEE KE DAERAH DAN DANA DESA
UNTUEK TAHUN ANGGARAN YANG EERAKHIR 31 DESEMEEE 20X1

Fealizag -
o _ -l
Mo Uraian Anggaran | Fealizagi ;L:EI Faal.
Anggaran Angg.
B.1 FEMDAPATAN NECARA
DA HIBAH
Bia FEMEFTMAAN ME=ASA
Dial FPensrimesn Farpajaican
= T FPensrimeasn Negara
Bulkan Fajalk
B.1.b HIBAR

JURTAT FENDAFATAN
DAN HIBAH [A.1 + AZ]

=] BELAN A NEzAkKA

== Dalanja Famenintah
Fuz=t

B.d. 1 ITramzisr o= Dasrebh cam
DammDi=gs

=R Dang PErmnbarngar

D2 1.1.a | Dans Bagn Bacil

B2 1. b | Deps Alokss Umum

B2 1.c | Demns Alokssl B husus

B.2.102. Diang CtonomL LWL SHs
daon Pengyesuoion

e m | Dems Ciomomma Bohusus
L2 1L B | Deans Fenyegisian
2105 Danag IFanser Laringa
aldm | Dems Disos

JURIT AR BETANIA
HEGAFRA |B.I. +B.I0)

o o o

B.3 FERBIAT AAN

B3l FEMBIATAAN DAlAakl
MECEFI

B3Il FERBIAT AAN LITAR
MECEFI

JURTAR FERMBIAT AAN

D. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Pos-
pos yang ada dalam neraca terbentuk dari kejadian dan transaksi yang
berhubungan dengan kegiatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang
diakui dan diukur berdasarkan basis akrual. [lustrasi format Neraca BA
BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat digambarkan

sebagai berikut.
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NERACA
BEA BUN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAEREAH DAN DANA DESA
PER 31 DESEMEER 20X1

JUMLAH KENAIKAN/(PENURUNAN]
NO URATAN
20x1 | 20x0 | JUMLAH B
ASET
C.1 Aset Lancar
C.1.1 Piutang
C.1.1.1 | Piutang Bukan Pajak oOOL | oo 3oO0OK 3OO
C.1.1.2 | Piutang Lain-lain oOOL | oo 3OO0K IOOOK
Jumlah Aset Lancar IOO00 | oo 3O00K 3O00K
C.2 Aset Tetap
AKX | oKX FOOKK FOOKK
Jumlah Aset Tetap OO0 | oo 3OO0 IOOOK
Jumlah Aset OOK | oKX OO OO
KEWAJIBAN
C.3 Kewajiban Jangka Pendek
B.3.1 Utang Transfer IoOoL | 3OO0 pninie.g o000
IOOK | oKX OO FOOKK
Jumlah Kewajiban oOOL | oo 3OO0K IOOOK
C.4 Ekuitas OOO0 | oo 3OO0K IO00K
Jumlah Kewajiban dan o000 | 3OO IOO0K IOOOK
Ekuitas

E.

Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen atau unsur
laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh
kegiatan operasional keuangan pada entitas pelaporan yang transaksinya
tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional.
Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan
transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang
merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

[lustrasi format Laporan Operasional terkait transaksi dan kejadian

Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah sebagai berikut:



2016, No.2138 5o

LAPORAN OPFERASIONAL

BA EUN FERGELOLAAN TRANSFEE EE DAERAH DAN DANA DESA
UNTUK FERFIODE YANG EERAKHIE SAMPAI DENGAN 31 DESEMEER 20X1

UEAIAN JURITAR
L1 BEECGIATAN OFERASIUNAL
L1l PENDAPATAN FERPAJAR AN SN
Ll FENDAPATAN NECARA BUR AN FAJAR SN
L.i.3 FENDAPATAN FIDAR SN
Jumlah Fendapatan Cperasional ol
L BEDAN OPEFASIUNAL
Ll Be=ban Fegamrm ol
L Be=ban Feroedizasn SRR
e Eeban Jaz= SO
g Eeban FamalTharaan SO
R D=b=n F=rjal=m=m Lin=x O
.28 O=ban Darang untuk Liz=rahk=n k=pad= M=syvar=ks=i O
D27 O=b=n Dung= O
T2 E Eeban Subzidi SO
] D=ban Mbah SR K
Lo 1l Be=bhan Bantian Sorial SR
D211 D=ban Fenyuzuisn d=mn Ancricasd O
Lo 1 HBe=ban Fenyicihan Fiutang Tak Tart=gh SR A
D 15 B=ban Tranzi=r SR
D214 B=ban Tain-T=in OO0
Jumlah Beban Opearasiomal o
curplue fDeheit dan begnatan Cperaciomsl SR
FEECIATAN HOH CFEFASICIAL
L3 curpluc fDeficit Felapacean Acst Non Lancar
Lis.1 FPendapatan Pel=pazan Acet Non Lancar i
Lis.d Beban Felapacan Acet Non Lancar i
Jumlah Surpluc (Deficit Felapacan Acet Non Lancar o
L.+ curpluc fLeficit dan Bepatean Non Uperazional Leannys
Li4.1 Pendapatan dan kegpatan Non Operacional Lsaannys i
Li4.2d Beban dan B =gmatan Non Uperazional Leinnys i
Jumlah Surpluc fDeficit dan Bepatan Non Uperazicnal i
Lainny=
Jumlah Surpluc fDeficit dan Bepatan Non Uperazicnal i
L.5 PO LITAF. BEIASA
Lia.1 Pendapatan Lusr Biacs i
Lo Beban Luar Bisca AR
Jumlah Surpluz /Defzit dan Pos Lusr Siscs i
L.a =SUEPLUS DEFTSIT — LD SN

F. Laporan Perubahan Ekuitas

unsur Laporan Keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos
ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-
koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, transaksi antar-
entitas dan ekuitas akhir. Ilustrasi format Laporan Perubahan Ekuitas BA

BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah sebagai

berikut:

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan komponen atau
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LAPORAN PERUEBAHAN EKUITAS
EA BEUN PENGELOLAAN TEANSFEE KE DAERAH DAN DANA DESA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMEER 20X1

URATAN JUMLAH

E.1 EEKUITAS AWAL 00
E.2 SURFLUS/DEFISIT - LO oo
E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN O

KEEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN

MENDASAR
E.5.1 Koreksi Nilai Perzediaan o
E.3.2 Selizih Bevaluasi Azet Tetap o
E.3.3 Korelksi Nilai Azet Tetap Non Eevaluasi 30
E.3.4 Lain-lain H
E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DELJKEL) o0
E.5 KENAIKAN /PENURUNAN EKUITAS OO
E.6 EKUITAS AKHIE 2000

G. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK) meliputi penjelasan naratif
atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LO, LPE dan Neraca.
CalLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang
dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan
dan dilanjutkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi
Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk
menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar, misalnya
komitmen-komitmen terkait kegiatan pelaksanaan anggaran Transfer ke
Daerah dan Dana Desa.

CaLK BA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengungkapkan
informasi antara lain:

a. Penjelasan angka-angka dan analisis trennya yang disajikan pada LRA;

b. Penjelasan angka-angka dan analisis trennya yang disajikan pada
Neraca;

c. Penjelasan angka-angka dan analisis trennya yang disajikan pada LO;

d. Penjelasan angka-angka dan analisis trennya yang disajikan pada LPE;

e. Penjelasan atas basis akuntansi yang dipakai dalam penyusunan
Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

f. Jumlah saldo piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan
jenis dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan

g. Jumlah saldo utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan
jenis dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan periode tahun

tunggakan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
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[ustrasi format struktur CalLK entitas Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan dapat diuraikan sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Eeuansan

A Penjelazan Umum
Al Dasar Hulmam
A2 Profil den Kehbijakan Telknis
AZ. Pendekstan Penyusunan Laporan HKeusngan
A4 Kebjjakan Akuntanszi

E. Penjelazan ataz Pos-pos Laporan Feslizasi Angsaran
E.1. Pendapsatan Negara dan Hikah
E. 2. Belanja Nesaras

C. Penjelazan stz Pos-pos Neraca
1. Azet Lancar
2. Aset Tetap
3. Fiutang Jansgka Panjang
4. Azet Lainnya
C.5. Kewajiban Jangks Pendek
C.&. Ekuitaz

L. Penjelazen atasz Poz-pos Laporan Operaszional
[.1. Pendapatan Operaszional
[ 2. Beban COperaszional
L3, Burplus/Defizit Kegiatan Non Operasional
C4. Burplus/Defizit Pos Lusar Bigze

E. Penjelazan atas Posz-pos Laporan Perubshan Eluitaz
E.1. Surplus,/Defizit LO

E.2. Dampalk Kumulatif Perubahan Kebijjakan Aluntansi/Hezslahan
Mendazar

E. 3. Tranzalksi antar Entitas

F. Penpunslkapan Penting Lainnya
F.1. Egjadian-Kejadian Penting Setelah Tangeal Neraca
F.5. Penzungkapan Lain-lain
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ILUSTRASI PENCATATAN DAN PENYAJIAN

AKUNTANSI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

A. ILUSTRASI 1: TRANSAKSI REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Satker BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA BUN 999.05) mempunyai

Neraca awal sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFEER KE DAERAH DAN DANA DESA
2 per 01 Janiari 20X1

Aset Ep
Pintang

Pintang Transfer-DAU 200
Piutang Transfer Diestimasi ¥
Total Aset 200
Kewajiban

Utang Transfer-DAU 100
Utang Transfer Diestimasi 0
Total Kewajiban 100
Ekuitas 100
Total Kewajiban dan Elmuitas 200

Pada awal bulan Januari tahun 20X1 memperoleh DIPA Transfer ke Daerah dan
Dana Desa dengan total nilai pagu tahun anggaran 20X1 sebesar Rp10.000.
Pagu untuk transfer DAU sebesar Rp6.000. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari
20X1 dilakukan penyaluran DAU bulan Januari ke pemerintah daerah dengan
diterbitkan resume tagihan berupa SPP/SPM sebesar Rp500 dan diikuti dengan
terbitnya SP2D oleh KPPN.

Atas transaksi realisasi DAU tersebut jurnal yang digunakan untuk pencatatan

akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan sebagai berikut:

1. Komitmen Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Bulou Besar Alorual Db Kr Ket Buloa Besar Kas Db Kr Ket

O00oo Beban Dana 200 - N N
Alokasi Umum -

2330 Dicadangkan 500 - - - -
untuk
Komitmen
Belanja
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2. Jurnal Balik Komitmen Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada saat

pengajuan SPP DAU

Bulou Besar Akrual Db Kr Ket| Buku Besar Kas Db Kr Ket
23xooo Dicadangkan 500 -
untuk Komitmen

Belanja -
[ e Beban Dana 500 - - - -
Alokasi
Umum

3. Jurnal resume tagihan sesuai SPP/SPM Transfer ke Daerah dan Dana Desa:

Buku BesarAkrual Db Kr Ket Bulu Besar Kas Db Kr Ket

[Feseed Beban Dana 300 LO |- - -
Alokasi Umum -

21xoomx Transfer Dana 500  Nrc | - - - -

Perimbangan
yang Masih
Harus
Dibayar

4. Jurnal realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sesuai SP2D Transfer ke

Daerah dan Dana Desa

Bulcu Besar Alkrual Db Kr Ket Bulou Besar Kas Db Kr Ket
21lzoox Transfer Dana 300 Nrc || 62xoooe DAU 200 LRA
Perimbangan

yang Masih

Harus
Dibayar
313xmx Transalsi 300 LPE | 313 Transalsi 500 LPE
Antar Antar
Entitas Entitas

S. Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas transaksi

realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai berikut:
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LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN TEANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
b Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Realisasi | Realisasi
. L . s.d. Saat di Atas
Uraian Pagu | Realizsasi | Pengembalian ini (bawah)
Anggaran
(1) (2] (3) (4 [5) = (3-4) | (8) = (2-5)
PENDAPATAN
NEGARA DAN
HIBAH
PENERIMAAN 0
NEGARA
TRANSFER 10.000 *200 0 S00 (9.500)
Catatan:
*Realisasi DAU yang telah dibayarkan sebesar RpS00
6. Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi realisasi

Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
+  Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X 1
URAIAN JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL

PNEP Lainnya

Jumlah Pendapatan Operasional
BEBAN OPERASIONAL

Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa *500

Beban Penvyisihan Piutang Tidak tertagih 0
Jumlah Beban Operasional 500
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional (500)
KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar 0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa 0
SURPLUS/DEFISIT-LO (500)
Catatan:

*Realisasi DAU yvang telah dibayarkan sebesar Rp500

7. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas transaksi

realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai berikut:
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LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGAEAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X 1

URAIAN JUMLAH
EKUITAS AWAL 100
SURPLUS/DEFISIT-LO (500)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN 0

AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Koreksi Nilai Persediaan 0
Selisih Revaluasi Aset Tetap 0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 0
Lain-lain 0
TRANSAKSIANTAR ENTITAS (DEL/KEL) *500
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS 0
EKUITAS AKHIR 100
Catatan:

*Transaksi antar entitas untuk pembayaran DAU sebesar Rp500

Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi realisasi Transfer ke Daerah

dan Dana Desa sebagai berikut:
NERACA

BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

a

per 31 Desember 20X1

Aset Ep
Piutang

Piutang Transfer-DAU 200
Piutang Transfer Diestimasi 0
Total Aset 200
Kewajiban

Utang Transfer-DAU 100
Utang Transfer Diestimasi 0
Total Kewajiban 100
Ekuitas 100
Total Kewajiban dan Ekuitas 200

ILUSTRASI 2: TRANSAKSI REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

DENGAN ADANYA POTONGAN DAN PENGEMBALIAN

Pada bulan Nopember tahun anggaran yang lalu (20XO0) telah diterbitkan
peraturan menteri keuangan mengenai penetapan alokasi lebih salur transfer
Dana Alokasi Umum (DAU) selama triwulan IV tahun 20X0 sebesar Rp200. Lebih
salur DAU tahun 20X0 sebesar Rp200 tersebut akan diperhitungkan melalui
potongan pada saat penyaluran DAU bulan April 20X1 sebesar Rp500.

Selain itu juga telah diterbitkan PMK mengenai penetapan alokasi lebih bayar
transfer DAU selama Triwulan I 20X1 sebesar Rp100. Pengembalian Transfer ke

Daerah dan Dana Desa atas lebih salur DAU tahun anggaran berjalan akan
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disetor oleh Pemerintah Daerah ke rekening kas negara dengan dokumen setoran

penerimaan Negara pada bulan Desember 20X1.

Atas transaksi pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa tersebut jurnal

yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan

Keuangan sebagai berikut:

1. Jurnal pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa atas realisasi
penyaluran transfer tahun anggaran yang lalu (20X0) sebesar Rp150 yang
dipotong dari penyaluran DAU bulan April 20X1 sebesar Rp500:

a. Jurnal resume tagihan sesuai SPP/SPM DAU sebesar Rp5S00:

Perimbangan
yang Masih
Harus

Dibayar

Bulu Besar Akrual Db Kr Ket Bulu Besar Kas Db Kr EKet

[as e e Beban Dana 500 LO | - - -
Alokasi Umum -

215 Transfer Dana 300 Nrc | - - - -

b. Jurnal realisasi DAU sesuai SPM/SP2D:

Bulu Besar Alcrual Db Kr Ket Bulou Besar Kas Db Kr Ket
21xcome Transfer Dana 500 Nrc | 62:ocooc Dana Alokasi 500 LRA
Perimbangan Umuim

yvang Masih
Harus Dibayar

3130 Transalksi 200 LFE | 313z;xx Transalksi 200 LEE
Antar Antar
Entitas Entitas

c. Jurnal realisasi penerimaan dari potongan SPM/SP2D:

Buku Besar Akrual Db Kr Ket Bulu Besar Kas Db Kr Ket
313z Transalksi 130 LPE | 313:cx Transalksi 130 LEE
Antar Entitas Antar Entitas
42303 Penerimaan 130 LO | 4239xx Penerimasn 130 LRA
Kembali Kembali
Transfer ke Transfer ke
Daerah dan Daerah dan
Dana Desa Dana Desa
TAYL TAYL
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d. Jurnal penyesuaian untuk penyelesaian piutang atas lebih salur DAU tahun

anggaran yang lalu atas potongan SPM/SP2D:

Buloa Besar Alorual

Db

Kr Ket

Buloa Besar Kas

Db Kr

Ket

Penerimaan
Kembali
Transfer ke
Daerah dan
Dana Desa
TAYL

42309

150

LPE

Piutang
Transfer

113000%

150 LO

2. Jurnal pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa atas realisasi

penyaluran transfer tahun anggaran berjalan (20X1) sebesar Rp100 sesuai

dokumen setoran penerimaan negara atau yang dipersamakan:

Buku Besar Akrual Db Kr Ket Buku Besar Kas Db Kr Ket
313xxx  Transaksi 100 LPE | 313xox Transaksi 100 LPE
Antar Antar
Entitas Entitas
G000 Beban 100 LO | 6soooox DAU 100 LRA
DAU

3. Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas transaksi

pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

b Untuk Tahun vang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
Realizsasi | Realizasi
. . . s.d. Saat di Atas
Uraian Pagu | Realisasi | Pengembalian ini (bawah)
Anggaran
(1) 2) (3) ) (5) = (3-4) | (6) = (2°5)
PENDAPATAN
NEGARA DAN
HIEAH
PENERIMAAN 0 *150 150 150
NEGARA
TRANSFER 10.000 | **1.000 =100 900 (9.100)
Catatan:

*Pengembalian DAU tahun anggaran yang lalu Rp150
**Realisasi DAU sebelumnya Rp500 dan realisasi bulan April 20X 1 Rp500

***Pengembalian DAU tahun anggaran berjalan Rp100
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4. Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi
pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X 1
URAIAN JUMLAH

KEGIATAN OPERASIONAL
PNBP Lainnyva

Jumlah Pendapatan Qperasional
EEEBAN OPEEASIONAL

Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa *900

Beban Penyisihan Piutang Tidak tertagih 0
Jumlah Beban Operasional 900
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional (900)
KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar 0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya ()
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biaza 0
SURPLUS/DEFISIT-LO (900)
Catatan:

*Realisasi DAU Rpl.000 dikurangi pengembalian transfer TAB Rpl00
“Pendapatan atas pengembalian transfer TAYL Rpl50 dan dilakukan
penyvesuaian kurang untuk pelunasan piutang = Rp0

5. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas transaksi

pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFEE KE DAEEAH DAN DANA DESA
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X 1

URAIAN JUMLAH
EKUITAS AWAL 100
SURPLUS/DEFISIT-LO (900)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEEIJAKAN 0

AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Koreksi Nilai Persediaan 0
Selisih Revaluasi Aset Tetap 0
Korelksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 0
Lain-lain 0
TRANSAKSIANTAR ENTITAS (DEL/KEL) =730
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS (150)
EKUITAS AKHIR (50)
Catatan:

*Transaksi antar entitas sebelumnya Rp500 dikurangi pengembalian
transfer TAB Rpl00 ditambah realisasi DAU Rp500 dikurangi dengan
potongan pengembalian TAYL Rp150 = Rp750
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Daerah dan Dana Desa sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi pengembalian Transfer ke

e per 31 Desember 20X 1
Aset Rp
Piutang
Piutang Transfer DAU 50
Piutang Transfer Diestimasi 0
Total Aset S0
Kewajiban
Utang Transfer DAU 100
Utang Transfer Diestimasi 0
Total Kewajiban 100
Ekuitas (50)
Total Kewajiban dan Ekuitas 50
C. ILUSTRASI 3: TRANSAKSI PENGAKUAN PIUTANG, DAN PENYELESAIAN
PIUTANG LEBIH SALUR TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
1.  Pada 30 April 20X1 diketahui lebih salur transfer ke daerah dan dana desa
tahun anggaran 20X1 berupa DAU sesuai dengan hasil verifikasi dan rekonsiliasi
penyaluran sebesar Rp.200, dan belum ditetapkan dalam peraturan menteri
keuangan mengenai lebih salur transfer ke daerah dan dana desa. Jurnal akrual
untuk buku besar akrual pada laporan keuangan 20X1 sebagai berikut:
Bulou Besar Alorual Db Kr Ket | Bulku Besar Kas Db Kr Ket
11300 Piutang 200 Nrc
Transfer -
Estimasi
6oooom Beban DAU 200 LO
2. Pada 1 Juli 20X1 terhadap piutang transfer — estimasi hasil verifikasi dan

rekonsiliasi penyaluran sebesar Rp.200 dilakukan penetapan dalam peraturan

menteri keuangan mengenai lebih salur transfer ke daerah dan dana desa tahun

20X1. Jurnal akrual untuk buku besar akrual pada laporan keuangan 20X1

digunakan untuk mendefinitifkan piutang lebih salur transfer ke daerah dan

dana desa sebagai berikut:
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Kembali
Transfer ke
Daerah dan

Kembali
Transfer ke
Daerah dan
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Bulcu Besar Alcrual Db Kr Ket | Buku Besar Kas Db Kr Ket
11xoox Piutang 200 Nrc
Transfer
11xoom Piutang 200 Nrc
Transfer -
Estimasi
3. Pada 1 Oktober 20X1 dilakukan penyelesaian piutang lebih salur transfer oleh
pemerintah daerah melalui setoran ke rekening kas negara sebesar Rp125 dan
sisanya pada 5 Januari 20X2. Jurnal akrual dan jurnal kas untuk buku besar
akrual dan buku besar kas sebagai berikut:
a. Jurnal untuk realisasi atas setoran ke rekening kas negara pada 1 Oktober 20X1
sebesar Rp125 pada laporan keuangan 20X1:
Buku Besar Akrual Db Kr Ket Bulku Besar Kas Db Kr Ket
313z Transaksi 125 LPE | 313xxx Transaksi 125 LFE
Antar Antar
Entitas Entitas
(Thvnin0.4 Beban 125 LO || Gooooo DAU 125 LRA
DAU
b. Jurnal untuk realisasi atas setoran ke rekening kas negara pada 5 Januari 20X2
sebesar Rp75 pada laporan keuangan 20X2:
Bulou Besar Akrual Db Kr Ket Bulcu Besar Kas Db Kr Ket
313xxx Transaksi T3 LPE | 313xxx  Transalsi 73 LFE
Antar Entitas Antar Entitas
4239xx Penerimaan 75 LO | 4239xx Penerimaan 75 LRA

Dana Desa Dana Desa
TAYL TAYL
c. Jurnal penyesuaian untuk piutang atas lebih salur DAU pada laporan keuangan
20X1:
Bulou Besar Alcrual Db Kr Ket Bulou Besar Kas Db Kr Ket
toooot Beban DAU 125 LPE
11xoom Piutang 125 LO
Transfer
d. Jurnal penyesuaian untuk piutang atas lebih salur DAU pada laporan keuangan

20X2:
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Buku Besar Akrual

Db

Ket

Buku Besar Kas

Db

Kr Ket

423%9xx  Penerimaan
Kembali
Transfer ke
Daerah dan
Dana Desa

TAYL

T3

LPE

11xoox Piutang

Transfer

7> LO

4. Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas transaksi

pengakuan piutang transfer DAU pada semester I tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPOEAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Tahun vang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1

Realisasi | Realisasi
. . . . s.d. Saat di Atas
Uraian Pagu | Realisasi | Pengembalian ini (bawah)
Anggaran
(1) 2) (3) (4) (5) = (3-4) | (6) = (2-9)
PENDAPATAN
NEGARA DAN
HIEAH
PENERIMAAN 0 150 150 150
NEGARA
TRANSFER 10.000 1.000 100 900 (9.100)

Catatan: tidak terdapat pencatatan di LRA karena pengakuan piutang lebih
salur transfer bukan realisasi secara kas.

5. Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi pengakuan

Piutang Transfer DAU pada semester I tahun 20X1 sebagai berikut:
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LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAFERAH DAN DANA DESA
¥ Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1
URAIAN JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL

PNBP Lainnva

Jumlah Pendapatan Operasional
BEBAN OPERASIONAL

Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa =700

Beban Penyisihan Piutang Tidak tertagih 8]
Jumlah Beban Operasional TOO0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional (700)
KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus/ Defisit Pelepasan Aset Non Lancar ]
Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnyva ]
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa 8]
SURPLUS/DEFISIT - LO (700])
Catatan:

*Realisasi transfer sebelumnyva Rp900 dikurangi penvesuaian behan transfer
atas pengakuan piutang transfer estimasi lebih =alur sebhesar Rp200 =
Rp700.
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6. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas transaksi
pengakuan piutang transfer DAU pada semester I tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

B Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X 1
URAIAN JUMLAH
EKUITAS AWAL 100
SURPLUS/DEFISIT-LO (700)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN 0

AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Koreksi Nilai Persediaan 0
Selisih Revaluasi Aset Tetap 0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 0
Lain-lain 0
TRANSAKSIANTAR ENTITAS (DEL/KEL) 730
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS 50
EKUITAS AKHIR 150
7. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi pengakuan piutang Transfer ke

Daerah dan Dana Desa pada semester [ tahun 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
% per 30 Juni 20X1
Aset Ep
Piutang
Piutang Transfer DAU 50
Piutang Transfer Diestimasi *200
Total Aset 250
Kewajiban
Utang Transfer DAU 100
Utang Transfer Diestimasi 0
Total Kewajiban 100
Ekuitas 150
Total Kewajiban dan Ekuitas 250
Catatan:

*Pengakuan piutang transfer etimasi DAU sebesar Rp200.

8. Laporan Keuangan berupa LRA atas transaksi reklasifikasi dan penyelesaian

piutang transfer DAU pada periode semester II tahun 20X1 sebagai berikut:
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LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

3 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
Realizsasi | Realisasi
. L . s.d. Saat di Atas
Uraian Pagu | Realisasi | Pengembalian ini (bawah]
Anggaran
(1] 2] B (4] (5= (34) | (6) = 25
PENDAPATAN
NEGAEA DAN
HIBAH
PENERIMAAN 0 150 150 150
NEGAEA
TRANSFER 10.000 1.000 *225 TT5 (9.225)

Catatan: *Realisasi pengembalian sebelumnya Rpl00 ditambah realisasi

pengembalian saat ini Rpl125 = Rp225

9. Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi pengakuan

piutang transfer DAU periode pada semester II tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL

BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
+ Untuk Periode Yang Beralthir Sampai Dengan 31 Desember 20X 1

URAIAN JUMLAH

EKEEGIATAN OPERASIONAL

PNEP Lainnva

Jumlah Pendapatan Operasional
BEBAN OPERASIONAL

Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa *700

Beban Penyisihan Piutang Tidak tertagih 0

Jumlah Bebhan Operasional 700

Surplus/Defizsit dari Kegiatan Operasional (700)
KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar 0]
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnyva 0
Surplus/Defizsit dari Pos Luar Biasa 9]
SURPLUS /DEFISIT- LO (700

Catatan:

*Tidak ada perubahan nilai karena adanya penerimaan pengembalian

transfer TAB dan penyvesuaian bebannya = Rp700.

10. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas transaksi

pengakuan piutang transfer DAU periode pada semester II tahun 20X1 sebagai

berikut:
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LAPORAN PERUEBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

T Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
URAIAN JUMLAH
EKUITAS AWAL 100
SURPLUS/DEFISIT-LO (700)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN 0

AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Koreksi Nilai Persediaan 0
Selisih Revaluasi Aset Tetap 0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 0
Lain-lain 0
TRANSAKSIANTAR ENTITAS (DEL/KEL) *625
KENAIKAN /PENURUNAN EKUITAS (73]
EKUITAS AKHIR 25
Catatan:

*Transaksi sebelumnya Rp750 dikurangi transaksi saat ini Rpl25 atas
pengembalian transfer TAB

11. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi pengakuan piutang Transfer ke
Daerah dan Dana Desa periode pada semester II tahun 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
per 31 Desember 20X1

Aszet Rp
Piutang
Piutang Transfer DAU *125
Piutang Transfer Diestimasi ==
Total Aset 125
Kewajiban
Utang Transfer DAU 100
Utang Transfer Diestimasi ]
Total Kewajiban 100
Ekuitas 25
Total Kewajiban dan Ekuitas 125
Catatan:

*Nilai sebelumnya Rp50 ditambah reklasifikasi pendifinitifan piutang Rp200
dikurangi pelunasan piutang Rpl25 = Rpl25.
**Reklasifikasi piutang estimasi Rp200 ke piutang definitif Rp200.

12. Laporan Keuangan berupa LRA atas transaksi penyelesaian piutang transfer

DAU di tahun berikutnya pada periode semester I tahun 20X2 sebagai berikut:
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LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Tahun vang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X2

Realizasi Realisasi
. . . . s.d. Saat di Atas
Uraian Pagu | Realisasi | Pengembalian ini (bawah)
Anggaran
1 2 El @) 5) = (34 | 6) = (25)
PENDAPATAN
NEGARA DAN
HIEBEAH
PENERIMAAN O 75 75 75
NEGARA
TRANSFER

13. Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi penyelesaian
piutang transfer DAU di tahun berikutnya pada periode semester I tahun 20X2
sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGAERAN BUN TEANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
B Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X2
URAIAN JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL

PNEP Lainnya

Jumlah Pendapatan Operasional
BEBAN OPERASIONAL

Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa

0
Beban Penyisihan Piutang Tidak tertagih 0
Jumlah Beban Operasional 0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional 0
KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar 0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya *0
Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa 0
SURPLUS/DEFISIT-LO 0

Catatan:
*Tidak ada perubahan nilai karena adanya penyesuaian beban Rp 75 atas
penerimaan pengembalian transfer TAYL Rp75 = RpO.
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14. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas transaksi
penyelesaian piutang transfer DAU di tahun berikutnya pada periode semester I
tahun 20X2 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN EUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

= Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X2
URAIAN JUMLAH
EKUITAS AWAL *25
SURPLUS/DEFISIT-LO 0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN 0

AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR
Koreksi Nilai Persediaan
Selizsih Revaluasi Aset Tetap
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
Lain-lain 0

O D O

TRANSAKSIANTAR ENTITAS (DEL/KEL) **(73)

KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS (75)

EKUITAS AKHIR (50
Catatan:

*Saldo ekuitas akhir 20X 1 Rp25.
*“Transaksi pengembalian transfer TAYL Rp75.

15. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi penyelesaian piutang transfer

DAU di tahun berikutnya pada periode semester I tahun 20X2 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
E per 30 Juni 20X2
Aget Ep
Piutang
Piutang Transfer DAU *50
Piutang Transfer Diestimasi 0
Total Azet 50
Kewajiban
Utang Transfer DAU 100
Utang Transfer Diestimasi 0
Total Kewajiban 100
Ekuitas (50)
Total Kewajiban dan Ekuitas 50
Catatan:

*Saldo awal Rpl25 dikurangi pelunasan berupa pengembalian transfer TAYL
Rp75 = Rp50.

D. ILUSTRASI 4: TRANSAKSI PENGAKUAN UTANG, DAN PENYELESAIAN UTANG
KURANG SALUR TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

1.  Pada 30 April 20X1 diketahui kurang salur transfer ke daerah dan dana desa
tahun anggaran 20X1 berupa DAU sesuai dengan hasil verifikasi dan rekonsiliasi
penyaluran sebesar Rp.50, dan belum ditetapkan dalam peraturan menteri
keuangan mengenai kurang salur transfer ke daerah dan dana desa. Jurnal

akrual untuk buku besar akrual pada laporan keuangan 20X1 sebagai berikut:
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Buku Besar Alcrual Db Kr Ket | BukuBesarKas Db Kr Ket
6xooox Beban DAU 50 LO
21xoom Utang Transfer 20  Nrc
- Estimasi
2. Pada 1 Juli 20X1 terhadap utang transfer — estimasi hasil verifikasi dan

rekonsiliasi penyaluran sebesar RpS50 dilakukan penetapan dalam peraturan
menteri keuangan mengenai kurang salur transfer ke daerah dan dana desa
tahun 20X1. Jurnal akrual untuk buku besar akrual pada laporan keuangan
20X1 digunakan untuk mendefinitifkan utang kurang salur transfer ke daerah

dan dana desa sebagai berikut:

Bulku Besar Alrual Db Kr Ket | Buku Besar Kas Db Kr Ket
21xmox Utang Transfer - 20 Nrc
Estimasi
21xooo Utang Transfer 20 HNrc
3. Pada 1 Oktober 20X1 dilakukan penyelesaian utang kurang salur transfer ke

pemerintah daerah sesuai dengan SPM/SP2D sebesar Rp35 dan sisanya pada 5
Januari 20X2. Jurnal akrual dan jurnal kas untuk buku besar akrual dan buku

besar kas sebagai berikut:

a. Jurnal resume tagihan sesuai SPP/SPM kurang salur DAU 20X1 sebesar Rp35 di
tahun berjalan 20X1:
Bulou Besar Akrual Db Kr Ket Bulu Besar Kas Db Kr EKet
Eooooo Beban Dana 35 LO - - -
Alokasi Umum -
215x00x Transter Dana 33 MNrc | - - - -
Perimbangan
vang Masih
Harus
Dibayar
b. Jurnal realisasi sesuai SPM/SP2D kurang salur DAU 20X1 sebesar Rp35 di

tahun berjalan 20X1:

Buku Besar Alrual Db Kr Ket Buku Besar Kas Db Kr Ket
21zoom Transfer Dana 33 Nrc | 62soococ Dana Alokasi 35 LEA
Perimbangan Umum
yang Masih
Harus Dibayar
313 Transalksi 35 LPE [ 313x=x Transalksi 35 LPFE
Antar Antar
Entitas Entitas
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c. Jurnal penyesuaian untuk penyelesaian utang kurang salur DAU 20X1 sebesar

Rp35 di tahun berjalan 20X1:

Bul Besar Alcrual Db Kr Ket || Bulku Besar Kas Db Kr Ket
21xoom Utang Transfer 35 Nrc
[ Beban Dana 33 DNrc
Alokasi Unmam

d. Jurnal resume tagihan sesuai SPP/SPM kurang salur DAU 20X1 sebesar Rp15 di
tahun berjalan 20X2:

Bulou Besar Akrual Db Kr Ket Bulou Besar Kas Db Kr Ket

[eene Beban Dana 15 LO |- - -
Alokasi Umum -

2153 Transfer Dana 15 Nrc |- - - -

Perimbangan
vang Masih
Harus
Dibayar

e. Jurnal realisasi sesuai SPM/SP2D kurang salur DAU 20X1 sebesar Rpl5 di
tahun berjalan 20X2:

Bulou Besar Akrual Db Kr Ket Buku Besar Kas Db Kr Ket
21zmo Transfer Dana 15 Nrc | 62xcox DanaAlokasi 15 LRA
Perimbangan Umum
yang Masih
Harus Dibayar
313xxx Transaksi 15 LPE | 313xxx Transaksi 15 LPE
Antar Antar
Entitas Entitas
f. Jurnal penyesuaian untuk penyelesaian utang kurang salur DAU 20X1 sebesar

Rp15 di tahun berjalan 20X2:

Bulo Besar Aloual Db Kr Ket | Bulu Besar Kas Db EKr Ket
21scoo Utang Transfer 13 Nrc
60000 Beban Dana 15 DNrc
Alokasi Umum

4. Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas transaksi

pengakuan utang transfer DAU pada semester I tahun 20X1 sebagai berikut:
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_73-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

2016, No.2138

Realisasi | Realisasi
. o . g.d. Saat di Atas
Uraian Pagu | Realisasi | Pengembalian ini (bawah)
Anggaran
(1) 2 ©) 4 (5) = (3-4) | (6) = (2-5)
PENDAPATAN
NEGARA DAN
HIBAH
PENERIMAAN 0 150 150 150
NEGARA
TRANSFER 10.000 1.000 100 900 (9.100)

5.

Catatan: tidak terdapat pencatatan di LRA karena pengakuan utang lebih
salur transfer bukan realisasi secara kas.

Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi pengakuan

utang transfer DAU pada semester I tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFEER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untult Pericode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1

URAIAN JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL
PNEP Lainnya
Jumlah Pendapatan Operasional
BEBAN OPERASIONAL
Eeban Transfer ke Daerah dan Dana Desa *F ol
Beban Penyisihan Piutang Tidak tertagih (0]
Jumlah Beban Operasional 750

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional (7o0)
KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplas/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar (0]
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya o]
Surplas/Defisit dari Pos Luar Biasa [i]
SURPLUS/DEFISIT - LO (750)]

Catatan:

6.

*Nilai beban sebelumnya Rp700 ditambah penyesuaian beban transfer

atas pengaluan utang transfer estimasi

Rp750.

lebih salur sebesar EREp30 =

Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas transaksi

pengakuan utang transfer DAU pada semester I tahun 20X1 sebagai berikut:
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LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BEUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

B Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1
URAIAN JUMLAH
EKUITAS AWAL 100
SURPLUS/DEFISIT - LO (730])
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN o
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR
Koreltsi Nilai Persediaan 4]
Selisih Revaluasi Aset Tetap 4]
Korelcsi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 4]
Lain-lain o
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) 720
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS ]
EKUITAS AKHIR 100

7. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi pengakuan utang transfer ke
Daerah dan Dana Desa pada semester I tahun 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
per 30 Juni 20X1

Aset Ep
Piutang
Piutang Transfer DAU S0
Piutang Transfer Diestimasi 200
Total Aset 250
Kewajiban
Utang Transfer DAU 100
Utang Transfer Diestimasi =50
Total Kewajiban 150
Eluitas 100
Total Kewajiban dan Ekuitas 250
Catatan:

*Pengakuan utang transfer etitnasi DAU sebesar EpS0.

8. Laporan Keuangan berupa LRA atas transaksi reklasifikasi dan penyelesaian

utang transfer DAU pada periode semester II tahun 20X1 sebagai berikut:
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BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

7 Untuk Tahun yang Beralthir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
Realisasi Realisasi
.d. Saat i
Uraian Pagu | RHealizasi | Pengembalian s miaa fc::;i;has]
Anggaran
(1) (2) (3) (4) [5) =(3-4) | (6) = (2-5)
PENDAPATAN
NEGARA DAN
HIBAH
PENERIMAAN 1] 150 150 150
NEGARA
TRANSFER 10.000 *1.035 225 310 (9.190]
Catatan: *Realizasi transfer sebelumnya Rpl.000 ditambah realisasi

transfer saat ini Rp35 = Epl.035

Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi pengakuan

utang transfer DAU periode pada semester II tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARFAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untulk Periode Yang Beralthir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN JUMLAH

KEGIATAN OPERASIONAL

PNEP Lainnya

Jumlah Pendapatan Operasional
BEEBAN OPERASIONAL

Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa =750

Beban Penyisihan Piutang Tidalk tertagih 0]

Jumlah Beban Operasional Tolb

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional (750)
KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar 4]
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 4]
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa 4]
SURPLUS/DEFISIT — LO (750)

Catata:

*Tidalkk ada perubahan nilai karena adanya realisasi penyaluran transfer
Ep35s dan dikurangi penyesuaian bebannya untuk pelunasan utang
transfer = Rp35.

10. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas transaksi
pengakuan utang transfer DAU periode pada semester II tahun 20X1 sebagai
berikut:
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LAPORAN PERUBAHAN EEKUITAS

BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Untult Periode Yang Beralchir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
URAIAN JUMLAH
EKUITAS AWAL 100
SURPLUS/DEFISIT — LO (750)

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBLJAKAN 4]
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Korelcsi Nilai Persediaan ]
Selisih Fevaluasi Aset Tetap ]
Koreltsi Nilai Aset Tetap Non Eevaluasi 4]
Lain-lain 4]
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS [DEL/KEL) *Boo
KENAIKAN/PENURUNAN EEKUITAS 90]
EEKUITAS AKHIR 10
Catatarn:

*Transaksi sebelumnya Epb2:5 ditambah transalksi saat ini Rp35 atas
realisasi transfer = Rp660

11. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi pengakuan utang transfer ke

Daerah dan Dana Desa periode pada semester II tahun 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
o+ per 31 Desember 20X1
Aset Ep
Piutang
Pintang Transfer DAU 125
Piutang Transfer Diestimasi 0
Total Aset 125
Kewajiban
Utang Transfer DA *115
Utang Transfer Diestimasi #*0
Total Kewajiban 115
Eluitas 10
Total Kewajiban dan Eluitas 125
Catatan:

*Nilai sebelumnya Rpl0O0 ditambah reklasifikasi pendifinitifan utang RpS0
dilurangi pelunasan utang Ep35 = Epl15.

**Rellasifikasi utang estimasi Rp50 ke utang definitifnya Rp50.

12. Laporan Keuangan berupa LRA atas transaksi penyelesaian utang transfer DAU

di tahun berikutnya pada periode semester I tahun 20X2 sebagai berikut:
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2016,

BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Untuk Tahun yang Beralthir Sampai Dengan 30 Juni 20X2

No.2138

Realisasi Realisasi
d. Saat i
Uraian Pagu | Realisasi | Pengembalian s miaa fi;ﬁ
Anggaran
(1) 2) (3) (4) [5) = (-4 | (6) = (2-5)
PENDAPATAN
NEGARA DAN
HIBAH
PENERIMAAN 1] V] ] V]
NEGARA
TRANSFER *15 15 15
Catatan: realisasi penyaluran transfer sesuai SPM/SP2D untak

pelunasan utang kurang salur transfer REpl5.

13. Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi penyelesaian
utang transfer DAU di tahun berikutnya pada periode semester I tahun 20X2
sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
+ Untulk Periode Yang Beralthir Sampai Dengan 30 Juni 20X2
URAIAN JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL

PMNEP Lainnya

Jumlah Pendapatan Operasional
EBEEEAN OPERASIONAL

Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa *

Beban Penyisihan Piutang Tidals tertagih

Jumlah Beban Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional
KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa
SURPLUS/DEFISIT — LO

Catatan:

=

o Q| O

o O Ol D

*Tidalt ada perubahan nilai beban transfer karena adatya penyesuaian

beban RplS atas realisasi penyaluran transfer untulk utang kurang salur
Rpls = Rpl.

14. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas transaksi
penyelesaian utang transfer DAU di tahun berikutnya pada periode semester I

tahun 20X2 sebagai berikut:
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LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

X Untulk Periode Yang Beralthir Sampai Dengan 30 Juni 20X2
URAIAN JUMLAH
EKUITAS AWAL =10
SURPLUS/DEFISIT — LO o]
DAMPAEK KUMULATIF PERUBAHAN KEBLJAKAN i)

AKUNTANSI/KEESALAHAN MENDASAR

Korelksi Nilai Persediaan ]
Selisih Revaluasi Aset Tetap o]
Korelsi Nilai Aset Tetap Non Rewvaluasi (]
Lain-lain o
TRANSAKSI ANTAER ENTITAS (DEL/EKEL) =15
KENAIKAN/PENURUNAN EEKUITAS 15
EKUITAS AKHIR 25
Catatan:

*Zaldo ekuitas akhir 20X1 REpl0.
“Transalsi realisasi transfer untuk pelunasan utang kurang salur transfer
REpls.

15. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi penyelesaian utang transfer

DAU di tahun berikutnya pada periode semester I tahun 20X2 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
& per 30 Juni 20X2
Aset Ep
Piutang
Piutang Transfer DAU 125
Piutang Transfer Diestimasi 0
Total Aset 125
Kewajiban
Utang Transfer DAU *100
Utang Transfer Diestimasi 8]
Total Kewajiban 100
Ekuitas 25
Total Kewajiban dan Eluitas 125
Catatan:

*Saldo awal REpllS dikurangi realisasi transfer untuk pelunasan utang
lurang salur Epl5 = REpl00.

E. ILUSTRASI 5: KOREKSI NILAI PIUTANG DAN/ATAU UTANG TRANSFER KE
DAERAH DAN DANA DESA

1. Pada 8 Desember 20X1 diketahui terdapat kesalahan perhitungan atas

penetapan piutang per 31 Desember 20X0 sesuai dengan PMK mengenai alokasi

lebih bayar transfer tahun 20X0 sebesar Rp200, yang seharusnya hanya sebesar

Rp175 dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan. Atas kesalahan perhitungan ini,

harus dilakukan koreksi nilai piutang yang telah diakui sebelumnya. Jurnal

akrual untuk buku besar akrual yang digunakan untuk koreksi piutang transfer

sebagai berikut:
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Bul Bezar Alcrual Db EKr Ket Bulu Besar Kas Db  Kr Ket
J30:oo Korelksi 25 LO
11xoom Piutang 25 Nrc
Transfer

Komponen laporan keuangan tahun 20X1 yang terdampak penyajian atas
pencatatan jurnal koreksi piutang lebih salur transfer Rp25 adalah LPE dan
Neraca.

Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas koreksi

piutang transfer DAU Rp25 periode pada semester II tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untul Periode Yang Beralthir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN JUMLAH
EKUITAS AWAL 100
SURPLUS/DEFISIT - LO (750)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN 0
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR
Korelesi Nilai Persediaan 1]
Selisih Revaluasi Aset Tetap 1]
Korelcsi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 1]
Lain-lain *(25)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) 660
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS (90)
EKUITAS AKHIR (15]

Catatan:

*Jurnal koreksi penurunan nilai piutang lebih salur transfer 20X0 Ep25
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b. Laporan Keuangan berupa Neraca atas koreksi piutang transfer DAU Rp25

periode pada semester II tahun 20X1 sebagai berikut:

NERACA
EBAGIAN ANGGARAN BEUN TEANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
3 per 21 Desember 20X1
Aset Ep
Piutang
Piutang Transfer DAU *100
Piutang Transfer Diestimasi 0]
Total Aset 100
Kewajiban
Utang Transfer DAU 115
Utang Transfer Diestimasi 0
Total Kewajiban 115
Eltuitas (135]
Total Kewajiban dan Eluitas 100
Catatan:

*Nilai sebelumnya Epl25 dikurangi koreksi penurunan nilai piutang lebih
salur transfer 20X0 Ep25 = Epl00.

3. Pada 8 Desember 20X1 diketahui terdapat kesalahan perhitungan atas
penetapan utang per 31 Desember 20X0 sesuai dengan PMK mengenai alokasi
kurang bayar transfer tahun 20X0 sebesar Rp100, yang seharusnya hanya
sebesar Rp85 dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan. Atas kesalahan
perhitungan ini, harus dilakukan koreksi nilai utang yang telah diakui
sebelumnya. Jurnal akrual untuk buku besar akrual yang digunakan untuk

koreksi utang transfer sebagai berikut:

Buku Besar Akrual Db Kr Ket BukuBesarKas Db Kr Ket
21xooxx Utang Transfer 15 LO
30xxxx Koreksi 15 Nrc

4. Komponen laporan keuangan tahun 20X1 yang terdampak penyajian atas
pencatatan jurnal koreksi utang kurang salur transfer Rp15 adalah LPE dan
Neraca.

a. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas koreksi utang

transfer DAU Rp15 periode pada semester II tahun 20X1 sebagai berikut:
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BAGIAN ANGGARAN BEUN TRANSFER KE DAEREAH DAN DANA DESA
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X 1

URAIAN JUMLAH
EKUITAS AWAL 100
SURPLUS/DEFISIT-LO (750)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN 0
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR
Koreksi Nilai Persediaan 0
Selisih Revaluasi Aset Tetap 0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 0
Lain-lain =10
TRANSAKSIANTAR ENTITAS (DEL/KEL) 660
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS (100)
EKUITAS AKHIR 0
Catatan:

*Nilai koreksi sebelumnya Rp 25 dikurangi koreksi penurunan nilai utang

kurang salur transfer 20X0 Rpl15=Rp 10

b. Laporan Keuangan berupa Neraca atas koreksi piutang transfer DAU Rp15

periode pada semester II tahun 20X1 sebagai berikut:

NEREACA
BAGIAN ANGGARAN BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
& per 31 Desember 20X1
Asget Ep
Piutang
Piutang Transfer DAU 100
Piutang Transfer Diestimasi 0
Total Aset 100
Kewajiban
Utang Transfer DAU *100
Utang Transfer Diestimasi 0
Total Kewajiban 100
Ekuitas 0
Total Kewajiban dan Ekuitas 100
Catatan:

*Nilai sebelumnya Rpl15 dikurangi koreksi penurunan nilai utang kurang

salur transfer 20X0 Rpl15 = Rp100.
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BAB VII

PENUTUP

Modul SATD merupakan suatu pedoman dalam penyusunan dan
penyajian Laporan Keuangan terkait kegiatan dan transaksi pelaksanaan
anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sesuai dengan prinsip-prinsip
yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan dimaksud merupakan upaya
untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
negara, khususnya dalam pengelolaan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana

Desa.

Untuk mencapai tujuan penyusunan modul ini, perlu didukung dengan
rancangan Sistem Aplikasi Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang
komprehensif sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang akurat,
informatif dan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah.
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